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Keberhasilan Desa Pujon Kidul tidak terlepas dari peran kepemimpinan 
Kepala Desa. Udi Hartoko adalah Kepala Desa Pujon Kidul yang menjabat sejak 
tahun 2011. Di bawah kepemimpinannya Desa Pujon Kidul mengalami kemajuan 
dan perubahan dalam berbagai sektor. Desa Wisata Pujon Kidul lahir sebagai 
terobosan Kepala Desa melihat potensi yang dimiliki desa dan permasalahan yang 
ada. Hal tersebut memicu tumbuhnya ekonomi kreatif masyarakat desa sekaligus 
berbagai capaian prestasi bagi desa. Penelitian berfokus pada identifikasi praktik 
kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif. Menggunakan analisis klasifikasi kepemimpinan Kepala Desa yang 
digagas oleh Mustakim, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Pujon 
Kidul menerapkan kepemimpinan inovatif-progresif dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa. Hal tersebut terlihat pada kesesuaian karakteristik 
kepemimpinan Kepala Desa  Pujon Kidul dengan karakteristik kepemimpinan 
inovatif-progresif, yakni : pelaksanaan kewenangan skala lokal desa yang 
partisipatif, transparan, dan akuntabel; penyelenggaraan musyawarah desa yang 
partisipatif, demokratif, transparan, dan akuntabel; serta pengelolaan aset desa 
yang partisipatif dan inovatif. Penerapan kepemimpinan inovatif-progresif 
nyatanya menciptakan kelemahan pada praktik kepemimpinan Kepala Desa Pujon 
Kidul. Ketidakmampuan masyarakat dan perangkat desa dalam mengimbangi 
kinerja Kepala Desa serta kurang tegasnya penidakan terhadap pelanggaran aturan 
menjadi kekurangan dari praktik kepemimpinan inovatif-progresif Kepala Desa 
Pujon Kidul. Kapasitas SDM menjadi penyebab utama kekurangan tersebut. 
Kapasitas SDM yang kurang juga menyebabkan tidak optimalnya implementasi 
kepemimpinan inovatif-progresif. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi 
penerapan kepemimpinan yang telah ada dan perbaikan pada kekurangan 
kepemimpinan untuk mewujudkan kepemimpinan yang lebih baik bagi Desa 
Pujon Kidul ke depan. 
 







Reka Tri Ayu Wulandari. 2021. Leadership of The Chief Village of Pujon 
Kidul. Governance Studies Program, Faculty of Social and Political Science 
Brawijaya University. Supervised by : Dr. Muhtar Haboddin, S.IP., MA and 
Rizki Bachtiar, S.AP., MPA 
The succes achieved by Pujon Kidul village are affected by their leader 
performance. Udi Hartoko is the leader of Pujon Kidul village from 2011. Under 
his leadership, Pujon Kidul achieve improvement in many sectors. The concept of 
tourism village was implemented in Pujon Kidul, as the result from analytic made 
by the chief village after seeing the village problem and potential. This concept 
increase village economic value and achievement. This research using 
quantitative method was mean to identify leadership implemented by the chief of 
Pujon Kidul. This research analytic using classification of chief village leadership 
by Mustakim. The result of this research shown that the chief of Pujon Kidul 
implemented innovative-progressive type in his leadership. It was seen from the 
similarity characteristic chief of Pujon Kidul and characteristic of innovative-
progressive leadership, which is implementation of sovereignty in local village 
which participative, transparent, and accountable; implementation of village 
discussion which participative, transparent, democrative, and accountabl; and 
village asset management which participative and innovative. Innovative-
progressive leadership in reality, there was some weakness in the implementation 
used by the chief of Pujon Kidul. Inability from villager and governance’s staff to 
match the chief village performance and slack of presecution for breaching 
regulations become one of the weakness from the implementation of innovative-
progressive leadership in Pujon Kidul. Human capacity became a maor factor on 
this weakness. This factor make the implementation of innovative-progressive 
leadership in pujon kidul not optimal. Improvement are needed by the chief 
village to optimize the leadership style in Pujon Kidul. 
Key words :The chief of village,  characteristic of  leadership, innovative-
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APBDes    : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
merupakan  rencana keuangan tahunan 
pemerintah desa yang dibahas dan 
disepakati bersama oleh pemerintah desa 
dan BPD serta ditetapkan dalam peraturan 
desa. 
Aset Desa    : merupakan semua barang milik desa yang  
berasal dari kekayaan asli desa, diperoleh 
atas beban APBDes atau perolehan hak 
lainnya yang sah. 
BUM Desa    : Badan Usaha Milik Desa merupakan badan  
usaha yang seluruh atau sebagian besar 
modalnya dimiliki desa dengan tujuan 
mengelola asset desa, jasa pelayanan, dan 
usaha lain untuk menyejahterakan 
masyarakat desa. 
BPD     : Badan Permusyawaratan Desa merupakan  
lembaga perwujudan demokrasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
anggotanya merupakan wakil penduduk 
desa berdasarkan keterwakilan wilayah. 
DD     : Dana Desa merupakan dana yang  
bersumber dari APBN yang diperuntukkan 
bagi desa untuk melaksanakan kegiatan 
desa. 
Kepemimpinan inovatif-regresif : merupakan kepememimpinan yang ditandai  
dengan keterbukaan terhadap perubahan, 
ruang aspirasi masyarakat, akuntabilitas dan 
transparansi. 
LINMAS Wisata   : Perlindungan Masyarakat Wisata  
merupakan bagian dari LIMAS Desa yang 
bertugas menjaga ketertiban dan keamanan 
kawasan wisata sekaligus memberikan 
informasi pada wisatawan. 
Musyawarah desa   : merupakan musyawarah antara BPD,  
pemerintah desa, dan unsur masyarakat 
yang diselenggarakan BPD untuk 







PADes     : Pendapatan Asli Desa merupakan  
pendapatan yang diperoleh desa dari hasil 
pengelolaan asset desa, hasil usaha, 
swadaya, dan hibah. 
POKDARWIS   : Kelompok Sadar Wisata merupakan  
sekumpulan masyarakat yang memiliki 
peran dan kontribusi penting dalam 
pengembangan kepariwisataan di desa. 
RPJMDes    : Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Desa merupakan dokumen perencanaan 
untuk periode enam tahun yang memuat 
arah kebijakan pembangunan desa, 
keuangan desa, kebijakan umum, program 
dan kegiatan desa. 
SDA     : Sumber Daya Alam merupakan segala  
sesuatu yang berasal dari alam yang dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
manusia. 
SDM     : Sumber Daya Manusia merupakan salah  
satu faktor yang tidak dapat dilepaskan dari 
sebuah organisasi karena dapat menentukan 
perkembangan organisasi. 
SIE Desa    : Sistem Informasi Elektronik merupakan  
serangkaian perangkat dan prosedur 
elektronik yang berfungsi mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, menyebar 
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1.1. Latar Belakang 
Desa Pujon Kidul merupakan salah satu desa wisata andalan Kabupaten 
Malang. Desa yang berada pada daerah dataran tinggi dan pegunungan ini 
memiliki basis perekonomian masyarakat berkembang pada pertanian dan 
peternakan yang menjadi potensi desa. Pengelolaan dan pengembangan sektor 
pertanian dan peternakan dari yang awalnya hanya berfokus pada keperluan 
budidaya perlahan berubah menjadi kegiatan edukasi dan rekreasi. Hal terebut 
dilakukan untuk mengembangkan desa menjadi Desa Wisata Pujon Kidul. 
Gagasan pembentukan desa wisata dicetuskan serta mulai direalisasikan setelah 
Udi Hartoko menjabat sebagai Kepala Desa Pujon Kidul pada tahun 2011 hingga 
saat ini.
1
 Desa wisata hadir sebagai buah pemikiran Kepala Desa yang memiliki 
kemampuan dalam membaca peluang dan risiko yang ada di desa. Terdapat 
beberapa destinasi wisata, salah satunya adalah Café Sawah yang baru diresmikan 
pada 2016 dan berkembang menjadi ikon desa wisata Pujon Kidul hingga saat ini. 
Dalam masa kepemimpinan Udi Hartoko, Desa Pujon Kidul mengalami 
kemajuan dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun. Terdapat peningkatan 
pada Pendapatan Asli Desa (PADes) setelah desa wisata berdiri. Pada awal Udi 
                                                          
1
 Nila Wardani dan Wawan Sobari, 2018, Kertas Kebijakan Menyiapkan Angkatan Kerja Muda dan 






Hartoko menjabat Kepala Desa pada tahun 2011, PADes hanya berkisar 20 hingga 
30 juta rupiah. Selang beberapa waktu, pada tahun 2017 PADes sudah mencapai 
162 juta rupiah. Bahkan pada tahun 2018 sudah mencapai lebih dari 1 miliar 
rupiah.
2
 Selain hal tersebut, Badan Usaha Milik Desa Sumber Sejahtera juga 
terbentuk pada periode kepemimpinan Udi Hartoko pada tahun 2015. Berdirinya 
BUMDesa bertujuan salah satunya untuk meningkatkan perekonomian 
masyarakat dan desa.
3
 Berbagai prestasi dan penghargaan lain juga telah diberikan 
baik dalam lingkup regional hingga internasional pada Desa Pujon Kidul. Berikut 
merupakan kumpulan prestasi dan penghargaan yang diperoleh: 
Tabel 1. 1 Prestasi dan Penghargaan Desa Pujon Kidul 
Tahun Prestasi dan Penghargaan 
2016 
Desa Program Kampung Iklim Nasional penghargaan diberikan oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan diberikan kepada 
desa wisata yang pengelolaan wisatanya menjadi unit BUM Desa (Sumber: 
Sertifikat Program Kampung Iklim) 
2017 
Desa wisata terbaik di Indonesia dengan kategori Desa Wisata Agro diberikan 
oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 




Lima besar pengelolaan homestay terbaik di Penghargaan ASEAN Homestay 
Standart (Sumber: Sertifikat ASEAN Tourism Standart) 
2017 
POKDARWIS Capung Alas meraih penghargaan Kementrian Pariwisata 
Republik Indonesia kategori POKDARWIS Mandiri (Sumber: Piagam 
Penghargaan Kementrian Pariwisata Republik Indonesia) 
2018 
Pemenang Hijau dalam ajang Indonesia Suistanable Tourism Award (ISTA) 




Keberhasilan pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli 
Desa pada BUM Desa dan menjadi percontohan di situs Kementrian Desa, 
                                                          
2
 Anonim, 2019, Dana Desa Gerakkan Desa Wisata Pujon Kidul Berpendapatan Di Atas Rp 1 
Miliar, Diakses melalui [Internet] di laman https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-
desa-gerakkan-desa-wisata-pujon-kidul-berpendapatan-di-atas-rp1-miliar/ pada tanggal 1 
Oktober 2020 pukul 12.48 WIB 
3
 Peraturan Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang 









Muncul pada unggahan video akun youtube Presiden Joko Widodo dengan 
judul “Era Baru Desa Pujon Kidul”. (Sumber: 
https://www.youtube.com/watch?v=BSoahWWN2GQ ) 
2018 




Pembicara dalam acara The 9
th
 Annual International Forum on Economic 




Juara I Kampung Tangguh Semeru Forkopimda Jawa Timur. Penilaian 
berdasakan kemampuan desa untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-




1 dari 16 desa penerima Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan dari 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
https://news.koropak.co.id/14576/menparekraf-sandiaga-uno-berikan-
sertifikasi-desa-wisata-berkelanjutan  
 (Sumber : Diolah penulis, dari berbagai sumber, 2021) 
Kemajuan Desa Pujon Kidul dengan capaian prestasi yang diterima 
merupakan salah satu contoh desa yang berhasil karena adanya inovasi yang 
dilakukan oleh pemerintah desa. Desa yang inovatif akan membawa dampak pada 
kemajuan desa. Inovasi pengembangan desa semakin gencar dilakukan oleh desa-
desa di Indonesia setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. Adanya payung hukum tersebut membawa perubahan pada kewenangan 
desa yang menciptakan keleluasaan dalam pengelolaan pemerintahan desa secara 
mandiri. Aset dan potensi yang dimiliki desa juga dapat dikelola pemerintah desa 
untuk menyelesaikan permasalahan yang ada serta memajukan desa itu sendiri. 
Munculnya regulasi tersebut semakin memperjelas terkait kewenangan desa yang 
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan 





masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat 
desa.
4
 Keleluasaan wewenang tersebut membutuhkan pula pihak pengelola roda 
pemerintahan yang dapat memaksimalkan wewenang tersebut untuk mewujudkan 
tujuan desa. Pemerintah desa yang dimaksud tersebut sesuai dengan Pasal 25 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa yang dibantu oleh 
perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 
Menjalankan sebuah pemerintahan desa dapat dikatakan sama dengan 
menjalakan sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat praktik manajerial. 
Praktik tersebut terdiri dari proses merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan 
mengontrol. Proses ini tentunya melibatkan lebih dari sumber daya manusia. 
Sehingga memunculkan mekanisme memimpin dan dipimpin. Kedua mekanisme 
inilah yang mampu menentukan berhasil tidaknya pengelolaan sebuah organisasi. 
Sondang P. Siagian menambahkan bahwa kepemimpinan merupakan inti 
manajemen karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-
sumber dan alat-alat manusia dan alat lainnya dalam organisasi.
5
 Hal tersebut juga 
didukung oleh pernyataan James L. Gibson, dkk dalam Nawawi bahwa salah satu 
faktor yang menyebabkan efektivitas dalam kelompok adalah kepemimpinan.
6
 
Dalam lingkup pemerintahan desa, pemimpin yang dimaksud adalah Kepala Desa. 
Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa memiliki jabatan dengan serangkaian 
wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan 
pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga di dalam penyelenggaraan 
                                                          
4
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pemerintahan desa, Kepala Desa harus memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi dan menggerakkan seluruh orang yang dipimpin untuk mencapai 
tujuan yang diharapkan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa 
sukses atau gagalnya sebuah desa sebagian besar ditentukan oleh kualitas 
kepemimpinan seorang pemimpin Kepala Desa. Kepemimpinan Kepala Desa juga 
akan memiliki pengaruh pada efektivitas kelompok yang dipimpinnya, yakni 
keseluruhan masyarakat desa. 
Di balik sosok pemimpin yang sukses terdapat ciri khas tersendiri untuk 
menjalankan tugasnya. Cara memimpin seorang Kepala Desa akan mempengaruhi 
capaian pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk capaian prestasi yang 
diperoleh. Dapat dikatakan kepemimpinan seorang Kepala Desa yang tepat akan 
memberikan sumbangsih kemajuan desa yang tepat pula. Hal tersebut disebabkan 
karena kepemimpinan yang tepat akan mampu mengefektifkan organisasi dalam 
pencapaian tujuannya. Setiap Kepala Desa memiliki kepemimpinan yang berbeda-
beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Hal ini disebabkan oleh banyak 
faktor, seperti sifat yang dimiliki, lingkungan kerja, kondisi yang dipimpin (yakni 
perangkat desa, maupun masyarakat desa), dll. 
Kemajuan Desa Pujon Kidul menjadi bahasan menarik baik bagi peneliti 
maupun peneliti terdahulu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam 
mengenai keberhasilan desa tersebut. Beberapa penelitian terdahulu 
mengidentifikasi kesuksesan Desa Pujon melalui kacamata kelembagaan dan 
inovasi dalam pengembangan desa. Pembahasan penelitian terkait inovasi 





faktor-faktornya. Sedangkan dalam penelitian kelembagaan, berfokus pada 
pengembangan BUMDesa Sumber Sejahtera sebagai salah satu kelembagaan 
desa. Baik dalam mekanisme operasionalisasi, strategi dan stakeholder dalam 
pengembangan, maupun dampak beserta faktornya. Penelitian terdahulu secara 
garis besar tidak melakukan identifikasi aktor yang memiliki andil penting dalam 
memprakarsai kemajuan Desa Pujon Kidul secara luas. Aktor yang dimaksudkan 
adalah Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon Kidul. Ketika seorang pemimpin 
mampu memberikan terobosan dan perubahan yang lebih baik maka SDM yang 
dipimpin akan mengikuti. Memperkuat hal tersebut, Kepala Urusan Keuangan 
Desa Pujon Kidul mengungkapkan bahwa : 
“Sebenarnya Pujon Kidul bisa menjadi seperti sekarang ini ya karena kepala 
desa. Ya karena seperti itu tadi orangnya pintar, ya lumayan idealis sih. Terus 
memberikan kesempatan kepada perangkat desanya maupun masyarakatnya 




Adanya beberapa peran vital Kepala Desa yang telah dijelaskan 
sebelumnya, peneliti berpandangan adanya keterkaitan antara kemajuan Desa 
Pujon Kidul dengan sosok kepemimpinan Udi Hartoko. Melihat hal tersebut, 
penelitian ini hadir untuk mengidentifikasi kesuksesan Desa Pujon Kidul melalui 
kacamata kepemimpinan Kepala Desa. Hal tersebut dilakukan untuk melengkapi 
kekosongan dalam kajian penelitian terdahulu. Selain itu, penggunaan teori dalam 
melihat praktik kepemimpinan Udi Hartoko bertujuan untuk melihat keterkaitan 
Kepala Desa dengan kemajuaan Desa Pujon Kidul. Kemudian dengan perubahan 
Desa Pujon Kidul dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun juga menjadi 
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bahasan menarik bagi peneliti. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian yang mengangkat judul “Kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, 
terdapat pertanyaan yang dijadikan sebagai rumusan masalah oleh peneliti, yaitu 
bagaimana kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk:  
a. Mengidentifikasi kesuksesan kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul. 
b. Mengidentifikasi kelemahan praktik kepemimpinan Kepala Desa Pujon 
Kidul. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis 
maupun secara praktis. Adapun yang manfaat tersebut sebagai berikut : 
1.4.1. Manfaat Akademis 
1. Memberikan kontribusi akademis berupa penambahan wawasan 
dan keilmuan mengenai kepemimpinan Kepala Desa. 
2. Sebagai bahan pengembangan bagi penelitian lanjutan yang 
mengkaji tentang kepemimpinan dalam pemerintahan terutama 





1.4.2. Manfaat Praktis 
1. Dapat memberikan informasi dan masukan perihal kepemimpinan 
Kepala Desa yang baik diterapkan pada Desa Pujon Kidul. 
2. Dapat digunakan sebagai acuan evaluasi Pemerintah Desa Pujon 
Kidul dalam penyelenggaraan tata  kelola pemerintahan ke depan. 
3. Dapat menjadi referensi bagi Kepala Desa lain untuk menerapkan 








Pada bab ini peneliti akan menjabarkan mengenai tiga bagian penting 
dalam proses penelitian ini, dimana pada bagian pertama dijabarkan tentang studi 
penelitian terdahulu. Terdapat beberapa studi penelitian terdahulu yang dijadikan 
referensi bagi peneliti sebagai pembanding penelitian ini. Bagian kedua, peneliti 
membahas mengenai tinjauan teoritis dan konseptual yang akan digunakan 
sebagai sudut pandang analisis peneliti. Diawali dengan pembahasan tentang 
makna kepemimpinan, dan pemahaman terkait kepemimpinan inovatif-progresif. 
Ketiga, memberikan gambaran mengenai alur pikir penelitian yang digunakan 
peneliti dalam mengkaji pokok bahasan yang akan disajikan dalam bentuk 
diagram alur. 
2.1. Studi Penelitian Terdahulu 
Pada sub-bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai hasil penelitian 
terdahulu yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengkaji 
fokus penelitian yang sudah pernah ada dengan penelitian yang peneliti lakukan. 
Studi penelitian terdahulu yang membahas mengenai kepemimpinan memang 
telah banyak dilakukan. Terdapat beberapa studi penelitian terdahulu berasal dari 
penelitian dan jurnal skripsi. Adapun beberapa penelitian yang digunakan peneliti 
sebagai acuan atau referensi dengan tema serupa terkait penelitian ini adalah: 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Diyah Ayu Sekar Langit dengan 
judul “Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten 





pada tahun 2017. Hasil penelitian menjabarkan bahwa gaya kepemimpinan yang 
diterapkan oleh Dasuki selaku Kepala Desa ialah gaya kepemimpinan demokratis 
dan kharismatik. Pemimpin yang karismatik tidak dapat diukur melalui jumlah 
kekayaan, umur, kesehatan dan profilnya. Dalam pengembangan desa wisata 
budaya, Dasuki memiliki beberapa peran, yakni : 1) pengembangan industri 
pariwisata melalui kemitraan usaha produk wisata, 2) pengembangan destinasi 
pariwisata, 3) pengembangan kelembagaan pariwisata, 4) promosi dan pemasaran 
yang  dilakukan terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan pemangku 
kepentingan desa serta mitra.
8
 Penelitian tersebut menggunakan identifikasi gaya 
kepemimpinan secara umum yang digagas oleh Sondang P. Siagian. Sedangkan 
dalam konteks pemerintahan desa perlu menggunakan identifikasi kepemimpinan 
khusus pada penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan fungsi yang 
dimilikinya. 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Farida Yustina dengan judul 
“Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa 
(BUM Desa) Dlingo Giritama, Kabupaten Bantul, Yogyakarta”. Penelitian 
dilakukan pada tahun 2017. Menggunakan empat aspek sifat yang mempengaruhi 
keberhasilan kepemimpinan organisasi yang digagas oleh Keith Davis yakni, 
kecerdasan, kedewasaan, motivasi dan sikap hubungan kemanusiaan. Hasil 
penelitian menjabarkan bahwa Kepala Desa memiliki keempat aspek tersebut. 
Peneliti menggunakan gagasan Thoha, ditemukan bahwa dalam pengembangan 
BUM Desa, Kepala Desa memiliki perilaku gaya dasar kepemimpinan dalam 
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mengambil keputusan yang didominasi konsultatif pada masa rintisan dan 
berubah ke arah partisipatif ketika usaha mulai berjalan. Sedangkan pada gaya 
kepemimpinan menurut Lewin dalam Goldberg dan Larson, Kepala Desa Dlingo 
termasuk gaya kepemimpinan yang demokratis. Peneliti juga menganalisa tentang 
pembatasan kewenangan Kepala Desa menggunakan teori Trias Politica dengan 
prinsip check and balances. Diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) sebagai pemegang kewenangan fungsi kontrol belum sepenuhnya 
dilaksanakan. Sehingga pusat kekuasaan masih didominasi oleh Kepala Desa.
9
 
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aziizah Qurrotu Ainii dengan judul 
“Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis 
Masyarakat (Community Based Tourism) di Desa Ponggok Kecamatan 
Polanharjo Kabupaten Klaten”. Penelitian dilakukan pada tahun 2019 dengan 
berfokus pada penggunaan empat dimensi teori sifat sebagai pisau analisa. 
Ditemukan bahwa pada dimensi kecerdasan, Kepala Desa dalam melaksanakan 
pembangunan menggunakan pendekatan spasial, pendekatan sektoral, pendekatan 
sumber daya manusia, serta pedekatan teknologi komunikasi.
 
Pada dimensi 
kedewasaan dan keleluasaan hubungan sosial, telah dilakukan komunikasi kepada 
masyarakat desa memanfaatkan teknologi komunikasi melalui smartphone dan 
secara langsung melalui sosialisasi maupun keseharian. Pada dimensi motivasi 
diri dan dorongan berprestasi, telah dimilikinya pemikiran untuk perencanaan 
pengembangan wisata ke depan dengan menggandeng seluruh masyarakat juga 
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pihak terkait termasuk akademisi. Pada dimensi sikap-sikap hubungan 
kemanusiaan, terdapat beberapa program Kepala Desa yang berorientasi pada 
kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa Tirta Mandiri.
10
 
Penggunaan teori sifat dalam memandang kepemimpinan dilakukan dalam 
konteks kepemimpinan secara general. Sehingga diperlukan analisa khusus yang 
menyasar langsung pada ranah kepemimpinan Kepala Desa. 
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ika Rizkyah Khomzi dengan 
judul “Sinergitas Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul 
Kabupaten Malang”. Penelitian dilakukan pada tahun 2019. Penelitian berfokus 
pada identifikasi sinergitas aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan desa 
wisata Pujon Kidul beserta faktor pendukung, penghambat, dan dampaknya. 
Terdapat tiga aktor utama yang menjadi obyek penelitian, yakni Pemerintah Desa 
Pujon Kidul, BNI Brawijaya, serta BUMDesa dan pengelola Café Sawah. 
Menggunakan parameter sinergitas yang diusung oleh Convey, peneliti berhasil 
mengidentifikasi sinergitas antar aktor berada pada level respectful. Dimana antar 
aktor memiliki respek satu sama lain dengan menghindari adanya konfrontasi 
yang tidak menyenangkan, sehingga saling berkomunikasi dengan sopan namun 
tidak dengan empati. Hal tersebut menyebabkan daya kreativitas rendah dalam 
pengembangan Café Sawah.
11
 Dalam konteks manajemen organisasi, 
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menggerakkan SDM maupun SDA yang dimiliki adalah fungsi vital pemimpin 
yang dalam pemerintahan desa adalah Kepala Desa. Penelitian tersebut belum 
mengerucut secara spesifik terhadap kepemimpinan Kepala Desa selaku 
penggerak pemerintahan. Selain itu pemilihan informan dalam penelitian tersebut 
tidak dapat mewakili Kepala Desa sebagai individu yang memiliki tanggung 
jawab atas keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengembangan 
desa wisata. 
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Mega Ayu Mustikasi dengan judul 
“Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi pada 
BUMDes Sumber Sejahtera Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten 
Malang)”. Penelitian dilakukan pada tahun 2019. Penelitian mengkaji pengurusan 
BUMDesa menurut Madenan Sosromidjojo dan pengelolaan BUMDesa melalui 
fungsi manajerial POSDCORB oleh Luther M. Gullick, serta faktor pendukung 
dan penghambatnya. Ditemukan bahwa urusan umum, keuangan, dan 
kepegawaian masih kurang efektif disebabkan oleh terkendalanya kegiatan 
administratif. Pada pengelolaan BUMDesa ditemukan bahwa fungsi planning dan 
reporting masih belum efektif dikarenakan tidak ada perencanaan untuk 
penetapan tujuan serta kegiatan pendukungnya serta tidak ada laporan hasil 
kegiatan beserta pencapaian kegiatan yang telah terlaksana. Sedangkan fungsi 
organizing, staffing, directing, coordinating, budgeting sudah efektif diterapkan.
12
 
Penelitian berfokus pada kelembagaan BUMDesa secara internal melalui 
mekanisme pengurusan dan pengelolaannya. Tanpa melihat pada tatanan 
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pengurusan dan pengelolaan secara luas dimana melibatkan peran pemerintah 
desa. 
Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Qori Rusdiana dengan judul 
“Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Potensi 
Ekonomi Lokal sebagai Pilar Perekonomian Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon 
Kabupaten Malang”. Penelitian dilakukan pada tahun 2019. Menggunakan tiga 
dimensi capacity building (pengembangan kapasitas) yang digagas Bambang 
Santoso yakni, mengembangkan human resources (SDM), strenghthening 
organization (penguatan organisasi), institutional reform (reformasi 
kelembagaan). Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketiga dimensi tersebut telah 
dilakukan secara optimal dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian 
masyarakat maupun desa itu sendiri. Kemudian terdapat empat faktor yang 
mempengaruhi capity building (pengembangan kapasitas) yaitu, collective 
commitments (komitmen bersama), condusive leadership (kepemimpinan yang 
kondusif), partisipasi, dan inovasi.
13
 Sehingga memperkuat perlunya pengkajian 
lebih dalam mengenai kepemimpinan. 
Keseluruhan penjabaran studi terdahulu di atas akan disederhanakan di 
tabel 2.1. pembuatan tabel dilakukan untuk memudahkan pembaca memahami 
titik pembeda penelitian yang dilakukan peneliti dengan studi penelitian 
terdahulu. Secara garis besar pembeda utama terletak pada pemilihan desain 
penelitian yang berbeda dari keenam penelitian di atas. Pada studi penelitian yang 
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mengambil studi kasus pada Desa Pujon Kidul, ketiganya berfokus pada 
kelembagaan dan inovasi yang telah dilakukan. Tanpa melihat pada kilas balik 
munculnya inovasi dan kelembagaan tersebut. Peneliti mencoba menggali hal 
tersebut melalui sudut pandang kepemimpinan Kepala Desa. Selanjutnya pada 
penelitian yang berfokus pada kepemimpinan Kepala Desa, ketiganya berfokus 
pada identifikasi kepemimpinan menggunakan klasifikasi kepemimpinan yang 
general, dimana dapat juga dipakai secara umum dalam menganalisis 
kepemimpinan pada sektor nonpublik/profit. Meskipun ketiganya mengambil 
tokoh seorang Kepala Desa yang merupakan pemimpin sektor publik terutama 
dalam pemerintahan desa. Selain itu, ketiga penelitian hanya berfokus pada satu 
bidang tugas Kepala Desa. Peneliti mencoba mengidentifikasi hal tersebut melalui 
klasifikasi khusus kepemimpinan Kepala Desa dalam menyelenggarakan 
pemerintahan. 
Tabel 2. 1 Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu 





Kepala Desa Jono 
Kecamatan Temayang 
Kabupaten Bojonegoro 
dalam Pengembangan Desa 
Wisata Budaya. 2017 
Penelitian berfokus pada identifikasi gaya 
kepemimpinan yang digagas Sondang P. Siagian 
beserta peran Kepala Desa dalam pengembangan desa 
wisata budaya. Identifikasi gaya kepemimpinan 
dilakukan tidak khusus pada kepemimpinan dalam 




Desa dalam Pengembangan 
Badan Usaha Milik Desa 
(BUM Desa) Dlingo 
Giritama, Kabupaten 
Bantul, Yogyakarta. 2017 
Penelitian berfokus pada penjabaran karakteristik 
Kepala Desa menggunakan teori sifat yang digagas 
Keith Davis. Yang kemudian diidentifikasi melalui 
klasifikasi kepemimpinan Thoha dan Lewin. Untuk 
melihat pembatasan kewenangan Kepala Desa 
digunakan Trias Politica sebagai pisau analisa. 
Penelitian kepemimpinan hanya mengerucut khusus 
pada pengembangan BUMDesa. Tanpa melihat 






Desa dalam Pengembangan 
Pariwisata Berbasis 
Masyarakat (Community 
Based Tourism) di Desa 
Penelitian berfokus pada penjabaran karakteristik 
Kepala Desa menggunakan teori sifat. Tidak 
dilakukan identifikasi untuk mengklasifikasikan 
kepemimpinan Kepala Desa. Penelitian 








pengembangan pengembangan pariwisata berbasis 
masyarakat. Tanpa melihat kepemimpinan 






dalam Pengembangan Desa 
Wisata Pujon Kidul 
Kabupaten Malang. 2019 
Penelitian tersebut berfokus pada identifikasi peran 
ketiga aktor (pemerintah desa, swasta, dan pengelola 
wahana wisata) dalam pengembangan Café Sawah. 
Menggunakan parameter sinergitas yang diusung oleh 
Convey untuk menganalisa temuan. Pada sektor 
pemerintah desa tidak dilakukan pembahasan khusus 
terkait Kepala Desa. Sedangkan keberadaan 
kepemimpinan Kepala Desa merupakan penggerak 





Pengelolaan Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) 
(Studi pada BUMDes 
Sumber Sejahtera Desa 
Pujon Kidul Kecamatan 
Pujon Kabupaten Malang). 
2019 
Penelitian berfokus pada tata kelola dan pengurusan 
BUMDesa Sumber Sejahtara secara internal. 
Menggunakan klasifikasi pengurusan menurut 
Madenan Sosromidjojo dan pengelolaan BUMDesa 
melalui fungsi manajerial POSDCORB oleh Luther 
M. Gullick, serta faktor pendukung dan 
penghambatnya. Penelitian tidak melihat tata kelola 
secara luas yang melibatkan pemerintahan desa 
sebagai lembaga yang menaungi BUMDesa. 
Qori 
Rusdiana 
Optimalisasi Peran Badan 
Usaha Milik Desa dalam 
Pengembangan Potensi 
Ekonomi Lokal sebagai 
Pilar Perekonomian Desa 
Pujon Kidul Kecamatan 
Pujon Kabupaten Malang. 
2019 
Penelitian berfokus pada optimalisasi kelembagaan 
BUMDesa melalui pengembangan kapasitasnya 
beserta faktor pendukung dan penghambat. 
Menggunakan tiga dimensi pengembangan kapasitas 
sebagai pisau analisa penelitian. Ditemukan bahwa 
kepemimpinan yang kondusif merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi pengembangan kapasitas. 
Sehingga studi kepemimpinan merupakan hal yang 
vital dalam tata kelola kelembagaan. Meskipun 





2.2.1. Makna Kepemimpinan 
Mendefinisikan kepemimpinan merupakan hal utama yang perlu dibahas 
untuk mengetahui secara rinci apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. 
Membicarakan kepemimpinan selalu berkaitan dengan orang yang memimpin dan 
orang yang dipimpin beserta hubungan antar keduanya. Sejalan dengan hal 
tersebut Harbani Pasolong menjelaskan mengenai konsep kepemimpinan yang 





dimana pada dasarnya berasal dari kata dasar “pimpin” yang artinya bimbing atau 
tuntun yang di dalamnya terdapat dua pihak yakni yang dipimpin (anggota atau 
pengikut) dan yang memimpin (pemimpin). Dari kata tersebut menciptakan kata 
kerja berupa “memimpin”. Imbuhan “me-” dalam Bahasa Indonesia memiliki 
makna melakukan, sehingga kata kerja “memimpin” memiliki arti membimbing 
(melakukan bimbingan) atau menuntun (melakukan tuntun). Kata dasar “pimpin” 
juga menghasilkan kata benda berupa “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi 
memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun. Sedangkan 




Upaya pencapaian tujuan antara pemimpin dan anggota kelompok 
menciptakan hubungan interaksi yang memiliki ikatan satu kesatuan. Hal ini 
diperkuat dengan pendapat Robert G. Owens dalam Nawawi yang menjelaskan 
bahwa kepemimpinan merupakan suatu interaksi antar suatu pihak yang 
memimpin dengan pihak yang dipimpin. Kepemimpinan merupakan proses 
dinamis yang dilaksanakan melalui hubungan timbal balik antara pemimpin dan 
yang dipimpin.
 15
 Tanpa adanya daya dukung dari anggota yang dipimpin, maka 
pemimpin akan sulit bahkan mustahil mencapai tujuan. Pentingnya hubungan 
pemimpin dan anggota kelompok ini menyebabkan keduanya tidak dapat 
dipisahkan untuk mencapai tujuan. 
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Kerjasama antar anggota dan pemimpin merupakan hal mutlak yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan. Tanpa ada hal tersebut akan menyebabkan 
situasi yang tak terkendali pada anggota. Situasi itu yang akan membuat 
pemimpin mengalami kerugian. Maka dibutuhkannya keterampilan bagi 
pemimpin untuk dapat mengontrol serta mempengaruhi anggota agar mau 
melaksanakan sesuatu sesuai keinginan pemimpin. Selaras dengan hal tersebut, 
Nawawi mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan/kecerdasan 
mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerjasama  dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.
16
 Sutarto juga 
berpendapat serupa, bahwa kepemimpinan merupakan rangkaian kegiatan 
penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi 
tertentu agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
17
 
Proses mempengaruhi seseorang yang dilakukan dengan atas kemauan 
anggota kelompok itu sendiri akan memudahkan pemimpin dalam melakukan 
upaya pencapaian tujuan. Robert Kreither dan Angelo Kinicki dalam Nawawi 
sependapat dengan mengatakan bahwa kepemimpinan adalah upaya 
mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara sukarela.
18
 
Kesukarelaan anggota kelompok untuk bekerjasama mencapai tujuan perlu 
diimbangi dengan pemberian motivasi oleh pemimpin agar anggota kelompok 
tetap mau melaksanakan tugasnya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Gibson 
dkk dalam Nawawi mengatakan kepemimpinan adalah upaya menggunakan 
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berbagai jenis pengaruh yang bukan paksaan  untuk memotivasi anggota 
organisasi agar mencapai tujuan tertentu.
19
 
Setiap pemimpin memiliki kemampuan mempengaruhi beserta strategi 
yang berbeda-beda, maka tidak salah apabila kepemimpinan juga dapat dikatakan 
sebagai seni. Dimana seseorang pemimpin bebas melakukan upaya untuk 
mempengaruhi para anggotanya. Selaras dengan pernyataan tersebut, Harold 
Koontz, Cyril O’Donnel dan Heinz Weihrich dalam Sutarto mengatakan bahwa: 
“Leadership is the art of inducing subordinates to accomplish their assignment 
with zeal and confidence. (Kepemimpinan adalah seni membujuk bawahan untuk 
menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan semangat dan keyakinan).”
20
 
 Dari beberapa definisi kepememimpinan yang telah dijabarkan di atas, 
dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kepemimpinan merupakan suatu 
kemampuan atau upaya yang dimiliki oleh seorang untuk mempengaruhi orang 
lain agar memiliki pandangan yang sama sehingga dapat bekerjasama dalam 
pencapaian tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan harus memperhatikan 
hubungan yang terbentuk antara pemimpin dengan anggota kelompok, terutama 
tentang kesukarelaan anggota untuk mengikuti kemamuan pemimpin. Daya 
dukung anggota sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pencapaian 
tujuan. 
2.2.2. Kepemimpinan Inovatif-Progresif 
Klasifikasi mengenai tipe, gaya, karakteristik kepemimpinan memang 
telah banyak diusung oleh para ahli. namun sayangnya berfokus pada 









kepemimpinan secara general yakni pada konteks manajemen organisasi.  
Penggunaan kepemimpinan inovatif-progresif sebagai pisau analisa dalam 
penelitian ini dikarenakan klasifikasi kepemimpinan yang digagas oleh Mustakim 
secara spesifik berfokus pada kepemimpinan Kepala Desa. Hal tersebut sesuai 
dengan subjek penelitian yang akan dilakukan peneliti. Pada studi kasus penelitian 
“Kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul” berfokus pada kepemimpinan Kepala 
Desa. Sehingga hal tersebut relevan antara klasifikasi Mustakim dengan penelitian 
yang dilakukan peneliti. Selain hal tersebut, klasifikasi kepemimpinan yang 
digagas Mustakim memiliki indikator yang sesuai dengan tugas dan wewenang 
yang dimiliki oleh Kepala Desa. Melihat pula pada kesesuaian karakteristik yang 
dimiliki oleh Kepala Desa Pujon Kidul dengan indikator karakteristik pada 
kepemimpinan inovatif-progresif. 
Dalam konteks kepemimpinan pemerintahan, terutama pemerintahan desa 
terdapat tiga klasifikasi kepemimpinan Kepala Desa menurut Mustakim. Salah 
satunya adalah kepemimpinan inovatif-progresif. Sesuai dengan namanya, 
kepemimpinan inovatif-progresif terdiri dari kata inovatif dan progresif. Dimana 
inovatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat memperkenalkan 
sesuatu yang baru atau bersifat pembaruan (kreasi baru).
21 
Melengkapi hal 
tersebut, Kleysen dan Street dalam Fajrianthi mengungkapkan bahwa perilaku 
inovatif didefinisikan sebagai keseluruhan tindakan individu yang mengarah pada 
pemunculan, pengenalan, dan penerapan dari sesuatu yang baru dan 
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menguntungkan pada seluruh tingkat organisasi.
22
 Sedangkan arti progresif 
sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ke arah kemajuan atau 
berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik).
23
 
Kepemimpinan inovatif-progresif menurut Mustakim ditandai dengan 
adanya kesadaran mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak.
 
Kepala Desa memiliki keterbukaan terhadap perubahan, ruang aspirasi 
masyarakat, akuntabilitas dan transparansi.
 24
 Dari pernyataan di atas, peneliti 
dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan inovatif-progresif merupakan 
kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menerapkan 
pembaruan guna memperbaiki keadaan untuk menuju kemajuan organisasi. 
Kepemimpinan Kepala Desa inovatif-progresif mampu membawa perubahan 
besar dan baru bagi desa untuk mewujudkan tujuan. 
Kemudian untuk lebih menjabarkan karakteristik kepemimpinan Kepala 
Desa inovatif-progresif, Mustakim membagi ke dalam tiga kategori 
penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai berikut: 
Tabel 2. 2 Karakteristik Pemimpin Inovatif-progresif 









Melibatkan partisipasi masyarakat dan 




Melibatkan partisipasi masyarakat mulai 
dari merencanakan, melaksanakan serta 
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mengawasi proyek pembangunan 
Kemasyarakatan 
desa 
Melibatkan seluruh unsur masyarakat 
secara bersama-sama untuk menjaga 
ketentraman dan ketertiban desa 
Pemberdayaan 
masyarakat desa 
Melakukan kaderisasi dan menyiapkan 
kader-kader desa serta membuka akses 







Melibatkan setiap unsur masyarakat, 
tokoh agama, tokoh masyarakat, 
perwakilan perempuan, hingga 
perwakilan masyarakat miskin dalam 
Musyawarah Desa 
Demokrasi 
Setiap orang akan dijamin kebebasan 
berpendapatnya dan mendapatkan 
perlakuan yang sama, serta akan 
melindunginya dari ancaman dan upaya 
intimidasi 
Transparan 
Membuka akses seluas-luasnya kepada 
masyarakat terkait informasi program 
desa 
Akuntabel 
Hasil Musyawarah Desa serta tindak 
lanjut keputusan musyawarah akan 
disampaikan dan 
dipertanggungjawabkan kepada 






Akan melibatkan prakarsa masyarakat. 
Aset desa direvitalisasi dan 
dimanfaatkan seluas-luasnya untuk 
kesejahteraan masyarakatnya. Adanya 
inovasi baru untuk menambah aset desa 
BUM Desa 
BUM Desa didirikan dengan prakarsa 
masyarakat, apa yang menjadi rencana 
usaha, penentuan personil, aturan main 
akan dibahas bersama-sama secara 
demokratis melalui Musyawarah Desa 
 
2.3. Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir penelitian berguna untuk memudahkan peneliti dalam 
melakukan penelitian mulai dari mencari data, menganalisis data dan penulisan 
laporan hasil penelitian. Pada kerangka berpikir ini, peneliti akan memaparkan 





secara garis besar alur berjalannya penelitian yang akan dilakukan. Secara spesifik 
kerangka berpikir penelitian dapat dilihat sebagai berikut: 
  
Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian  
(Sumber: Diolah penulis, 2021) 
Latar Belakang Masalah : 
- Kemajuan dan capaian prestasi Desa Pujon Kidul di 
bawah kepemimpinan Udi Hartoko 
- Adanya indikasi keterkaitan antara kepemimpinan 
Kepala Desa dengan prestasi yang didapat 
- Belum adanya penelitian yang mengkaji keberhasilan 
Desa Pujon Kidul melalui kacamata kepemimpinan 
Identifikasi keberhasilan 
kepemimpinan Kepala Desa 
Pujon Kidul 
Identifikasi kelemahan 












Pelaksanaan Kewenangan Lokal Skala 
Desa 
Pemerintahan desa, pengoptimalan 
tupoksi pada perangkat desa, lembaga 
kemasyarakatan desa, dan masyarakat; 
media informasi desa berberntuk SIE 
Desa Pujon Kidul, papan informasi, dan 
banner anggaran.  
Pembangunan desa, kontribusi 
masyarakat berbentuk pemberian ide 
gagasan, tenaga fisik, dan dana swadaya. 
Kemasyarakatan desa, pembentukkan 
LINMAS Wisata. 
Pemberdayaan masyarakat desa, 
program kejar Paket C; 
menggandengdinas terkait, LSM, dan 
civitas akademik dalam pelatihan 
masyarakat. 
Kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul dilihat melalui kepemimpinan inovatif-progresif 
menurut Mustakim : 
Pelaksanaan Musyawarah Desa 
Partisipasi, melibatkan setiap 
unsur masyarakat, namun 
kehadiran kurang dari 50% 
undangan. 
Demokrasi, peserta forum bebas 
mengemukakan pendapat tanpa 
ada diskiriminasi 
Transparansi, pemberian 
informasi berupa handout, 
tampilan slide presentasi, dan 
penyajian data yang diminta 
masyarakat. 
Akuntabilitas, hasil mufakat 
diinformasikan pada masyarakat 
melalui peserta musdes dan 




















- Praktik kepemimpinan inovatif-progresif belum diterapkan dengan 
optimal oleh Kepala Desa Pujon Kidul. 
- Perlu adanya perbaikan terhadap kelemahan yang dihasilkan guna 








Metode penelitian merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Hasil 
penelitian dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara menyeluruh apabila menggunakan 
metode penelitian yang sesuai. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara-
cara yang sistematik untuk mendapatlan informasi atau pengetahuan.25 Dengan 
kata lain metode penelitian merupakan kumpulan cara kerja yang dilakukan 
peneliti untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data, serta menuangkannya 
dalam bentuk laporan penelitian. Metode penelitian meliputi aspek penentuan 
jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan 
model analisis data, serta sistematika penulisan. 
3.1. Jenis Penelitian 
Penelitian mengenai kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul 
menggunakan metode penelitian kualitiatif. Dimana penelitian menghasilkan 
temuan yang tidak dapat dicapai menggunakan prosedur penelitian statistik atau 
dengan cara-cara kuantitatif. Hal ini didasari atas pandangan bahwa tidak semua 
angka dapat menjelaskan dan menjabarkan fenomena yang ditemui. Sehingga 
dalam penyajian hasil temuan dilakukan secara deskriptif. Penjabaran deskriptif 
didapat dari adanya keterangan pihak yang terlibat langsung dalam fenomena 
tersebut. Selaras dengan itu, Creswell dalam Gunawan mendifinisikan penelitian 
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kualitatif sebagai an iqury process of understanding a sosial or human problem 
based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting 
detailed views of informants, and conducted in a natural setting. (suatu proses 
penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan 
menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-
kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para narasumber 
informasi, serta dilakukan dalam latar yang alamiah).
26
 
Penelitian kualitatif memperdalam fenomena sosial yang di dalamnya 
terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu untuk mengetahui makna 
dibaliknya. Tujuan adanya penelitian untuk memahami fenomena yang terjadi 
dengan menggambarkan dan mengungkapkan keseluruhan temuan secara utuh 
yang dapat berupa perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dll. Sejalan dengan hal 
tersebut, Finlay dalam Gunawan menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 
dilakukan dalam setting tertentu, yang ada dalam kehidupan alamiah dengan 
maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi? Mengapa 
terjadi dan bagaimana terjadi? Penelitian berbasis pada konsep “going exploring” 
yang melibatkan in-depth dan case-oriented study atas kasus yang terjadi.
27
 
Dengan demikian, peneliti menyimpulkan definisi penelitian sebagai suatu 
prosedur penelitian yang dilakukan pada latar alamiah untuk memahami fenomena 
sosial yang ada melalui penggambaran terperinci, utuh, dan mendalam dari 
prespektif para informan. 
                                                          
26
 Imam Gunawan, 2014, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 
Hlm. 82 
27





3.2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan 
penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, 
Kabupaten Malang. Pertimbangan pemilihan lokasi tersebut didasari karena 
penelitian kepemimpinan merupakan penelitian yang berfokus pada hubungan 
interaksi internal antara pemimpin (Kepala Desa) dengan pihak yang dipimpin 
(perangkat desa dan masyarakat desa.  
3.3. Fokus Penelitian 
Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk menunjukkan batasan 
penelitian, arah penelitian, dan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian. 
Maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu praktik kepemimpinan Kepala Desa 
Pujon Kidul, Kabupaten Malang. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan pekerjaan mutlak yang tidak dapat dihindari 
dalam kegiatan penelitian. Pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data 
akurat yang nantinya akan digunakan peneliti untuk melakukan analisa data untuk 
menjawab rumusan masalah. Pada penelitian kualitatif instrumen penting dalam 
pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri. Berbeda dengan penelitian kuntitatif 
dimana menempatkan kuesioner, rumusan matematika dan statistik sebagai 
insturumen pengumpulan dan pengolahan data. Peneliti sebagai human  interest 
memungkin menghasilkan data subjektif. Oleh karena itu untuk meminimalisir 
subjektivitas data penelitian  kualitatif menggunakan berbagai macam sumber 





sumber data yakni primer dan sekunder. Data-data tersebut diperoleh 
menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. 
3.1.1. Wawancara (Interview) 
Untuk lebih memahami fenomena sosial yang terjadi secara utuh dan 
kompleks, selain dilakukan pengamatan juga dilakukan wawancara. Alasan 
pemilihan metode penggalian data melalui wawancara yakni dapat menghasilkan 
data yang mendalam. Penggalian data tidak terbatas pada apa yang diketahui dan 
dialami subjek penelitian, namun juga apa yang tersembunyi di dalamnya. Selain 
itu, penggalian data melalui wawancara dapat mencakup hal-hal yang bersifat 
lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau bahkan masa mendatang. 
Penelitian kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul menggunakan 
wawancara sebagai salah satu cara untuk penggalian data. Wawancara dilakukan 
dengan menerapkan jenis wawancara tak terstruktur. Dimana dalam 
pelaksanaannya, wawancara dilakukan mirip dengan percakapan informal dengan 
informan. Sehingga diharapkan wawancara berjalan luwes, lebih terbuka dan 
mendalam, dan percakapan tidak membuat jenuh kedua pihak. Hal ini dilakukan 
dengan tujuan diperolehnya informasi, data, keterangan yang lebih kaya dan 
mendetail. Peneliti saat melakukan wawancara tak terstruktur menggunakan 
paduan wawancara yang di dalamnya hanya memuat butir-butir pokok 
pertanyaan. Untuk mekanisme baik urutan kapan dimunculkan pertanyaan 
tersebut dan lainnya dilakukan spontan melihat kondisi informan. Tidak dapat 





dapat mengajukan pertanyaan lain secara bebas dan leluasa dengan tetap 
memperhatikan butir utama pertanyaan.  
Penentuan informan merupakan salah satu aspek penting dalam penggalian 
informasi pada penelitian kualitatif. Pemilihan informan dilakukan menggunakan 
teknik sampling bertujuan (purposive sampling). Penggunaan teknik ini bertujuan 
untuk penentuan sampel informan secara khusus dipilih berdasarkan tujuan 
penggalian informasi yang akan menjawab tujuan penelitian. Penggunaan teknik 
ini memungkinkan untuk melakukan penambahan jumlah sampel yang diteliti 
apabila adanya penambahan keperluan penggalian informasi. Berikut daftar 
informan penelitian: 
Tabel 3. 1 Informan Penelitian 
No. Nama Jabatan 
1. Udi Hartoko Kepala Desa Pujon Kidul 
2. Sudirman Sekretaris Desa Pujon Kidul 
3. Anas Taufiq Kepala Urusan Keuangan Desa Pujon Kidul 
4. Kusnin Kepala Dusun Tulungrejo 
5. Nur Kholiq 
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pujon Kidul 
Petani 
6. Ibadur Rohman Direktur BUMDesa Sumber Sejahtera 
7. Mardianto Manajer Parkir Ticketing dan voucher  Café Sawah 
8. Samsul Hadi Ketua POKDARWIS Capung Alas 
9. Basuki 
Ketua RT 16 
Petani 
10. Tin Pengelola dan pemilik Homestay Timun 








Renier dalam Gunawan, menjelaskan istilah dokumen ke dalam tiga 
pengertian (1) dalam arti luas, ialah yang meliputi semua sumber, baik sumber 
tertulis maupun sumber lisan; (2) dalam arti sempit, ialah yang meliputi semua 
sumber tertulis saja; (3) dalam arti spesifik, ialah hanya yang meliputi surat-surat 
resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, 
hibah dan sebagainya.
28
 Dalam kaitannya dengan penelitian kualitatif, 
dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen 
yang berkaitan dengan fokus penelitian sebagai pelengkap dari teknik 
pengumpulan data lainnya. Penggunaan teknik ini efektif untuk penggalian data 
yang bersifat telah lampau. Pelibatan dokumentasi lampau dalam penelitian 
meningkatkan nilai subjektivitas dari hasil data wawancara. Pada penelitian 
Kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul peneliti menggunakan beberapa 
dokumen sebagai berikut : 
a. Dokumentasi Kick Andy episode desaku masa depanku. 
b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pujon Kidul 
tahun 2018-2023. 
c. Profil Desa Pujon Kidul 2020 
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d. Dokumen Visi Misi Desa Pujon Kidul 
e. Website Sistem Informasi Elektronik (SIE) Desa Pujon Kidul 
3.5.Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh dari pengumpulan data merupakan sebuah data kasar. 
Yang mana untuk dapat digunakan pada laporan penelitian perlu analisis lebih 
lanjut. Analisis data untuk penelitian  kualitatif adalah upaya yang dilakukan 
dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-memilahnya 
menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting dan apa-apa yang dipelajari, 
dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
29
Teknik 
analisis data yang digunakan pada penelitian kepemimpinan Kepala Desa Pujon 
Kidul yaitu model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Huberman dan 
Miles. Di dalam model tersebut, terdiri atas tiga proses yaitu reduksi data (data 
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Bagan 3. 1 Analisis Data Model Interaktif (Miles dan Huberman) 
 
 
Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 
dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian.
30
 Adanya reduksi memudahkan 
peneliti dalam penyortiran dan pemusatan data berasarkan pengelompokkan 
peneliti. Hasil reduksi data kemudian akan diproses pada tahap penyajian data. 
Miles dan Huberman dalam Gunawan mengungkapkan bahwa penyajian data 
sebagai sekumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan  dan pengambilan tidakan.
31
 Data yang disajikan dapat 
berupa uraian, matriks, jaringan, grafik, bagan, dll. Penyajian data memudahkan 
peneliti dalam memahami kumpulan data yang diperoleh selama pengumpulan 
data. Kemudian, pada proses terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 
remang-remang atau justru masih gelap sehingga setelah dilakukan penelitian 
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BIOGRAFI KEPALA DESA 
Pada bab ini peneliti akan menjabarkan mengenai dua bagian, dimana pada 
bagian pertama dijabarkan tentang sosok Udi Hartoko selaku Kepala Desa Pujon 
Kidul. Bagian ini menjelaskan profil beliau beserta visi misi yang dimiliki. Bagian 
kedua, peneliti membahas mengenai gambaran perubahan dan kemajuan yang 
terjadi pada Desa Pujon Kidul selama dipimpin oleh Udi Hartoko. 







Udi Hartoko yang lebih sering disebut Pak Udi lahir pada tanggal 7 April 
1977 di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Lahir di tengah 
keluarga petani yang berasal asli dari Desa Pujon Kidul. Hingga saat ini beliau 
masih tetap menjadi penduduk di desa tersebut. Udi Hartoko kecil menempuh 
pendidikan di SDN Pujon Kidul. Berada pada desa yang memiliki aksesibilitas 
(Sumber: Dokumentasi Pemerintah Desa Pujon Kidul) 





terhadap pendidikan yang kurang memadai menyebabkan banyak anak-anak 
seumuran beliau berhenti melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah 
Pertama sederajat. Namun tidak dengan Udi Hartoko yang tetap melanjutkan 
pendidikan di SPMN 1 Pujon yang berjarak 4 km dari rumahnya. Jarak yang 
cukup jauh ditempuh beliau untuk tetap dapat mengenyam bangku pendidikan. 
Kemudian Pak Udi melanjutkan tingkat pendidikan selanjutnya di SMAN 3 Kota 
Malang. 
Di balik sosok Kepala Desa Pujon Kidul yang saat ini sedang dijabat oleh 
Pak Udi, terdapat berbagai latarbelakang profesi pernah ditekuninya. Pada tahun 
2001 beliau pernah menjadi seorang satpam di perusahaan air minum “Club” yang 
berada di Pandaan, Pasuruan. Pekerjaan tersebut dilakoninya hingga pada tahun 
2007. Kemudian beliau memutuskan untuk menjadi seorang satpam di salah satu 
tempat di Kota Wisata Batu. Pada tahun 2009 Udi Hartoko beralih profesi menjadi 
operasional manager di sebuah hotel Kota Wisata Batu. Bekerja di lingkungan 
perhotelan yang notabennya merupakan bagian dari sektor pariwisata memberikan 
banyak pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia pariwisata 
bagi Udi Hartoko. Dengan latar belakang tersebut, dapat mempengaruhi 
pemikiran beliau termasuk dalam hal desain pengembangan desa yang 
mengedepankan konsep wisata. Hal tersebut selaras dengan pernyataan warga 
Desa Pujon Kidul bahwa Udi Hartoko memiliki bakat pada bidang pariwisata 
karena pengalamannya bekerja di hotel.33 
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Sebagai putra daerah, sudah sewajarnya berbaur dan aktif dalam kehidupan 
bermasyarakat apalagi di daerah yang notabennya masih berbentuk pedesaan. 
Begitu juga yang dilakukan Udi Hartoko. Beberapa kegiatan bermasyarakat turut 
andil diikuti oleh Pak Udi sebelum menjadi Kepala Desa, seperti pernah ikut 
bergabung dalam satuan LINMAS (Perlindungan Masyarakat) Desa Pujon Kidul. 
Sosok Pak Udi tidak hanya dikenal masyarakat tempat tinggalnya, yakni Dusun 
Krajan, namun juga dikenal sebagian besar masyarakat dusun lain yang berada di 
bawah administrasi Desa Pujon Kidul. Hal tersebut selaras dengan pendapat 
warga bahwa: 
 “Orangnya (Pak Udi) itu bukan pendatang (di Desa Pujon Kidul). Hampir 
semua warga desa kenal, apalagi yang di sini (Dusun Tulungrejo). Kan orangnya 




Melihat kepribadian yang dimiliki Udi Hartoko, beberapa masyarakat dan 
kelompok masyarakat mendorong beliau untuk mencalonkan diri sebagai kandidat 
calon Kepala Desa Pujon Kidul Periode 2011-2017. Tepat di saat karir nya tengah 
dalam kondisi peningkatan yang bagus. Dengan berbekal dukungan masyarakat 
serta persetujuan keluarga dan istri Pak Udi mendaftarkan diri. Keinginan besar 
Pak Udi untuk bisa lebih banyak mengabdi dan memajukan desanya membulatkan 
tekatnya untuk menjadi Kepala Desa. Melalui kesempatan pemilihan Kepala Desa 
ini Udi Hartoko berhasil memenangkan pemungutan suara pada saat itu dengan 
mengalahkan dua kandidat lainnya. 
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Meskipun Udi Hartoko hanya memiliki pendidikan terakhir SMA saat itu, 
beliau mampu menjabat sebagai Kepala Desa Pujon Kidul. Pergantian 
kepemimpinan merubah arah gerak pengembangan desa. Dengan pengalaman 
yang dimilikinya serta kemampuan berbaur dengan masyarakat, beliau dapat 
memetakan permasalahan dan potensi yang dimiliki Desa Pujon Kidul. Dengan 
adanya masterplan pengembangan desa yang dirancangnya, perlahan-lahan Desa 
Pujon Kidul mengalami beberapa kemajuan. Selaras dengan hal tersebut, Kepala 
Urusan Keuangan berpendapat bahwa : 
“Pak Udi ini memang kelebihan nya disitu. Memang sebelumnya berbaur di 
masyarakat. Sudah mendeteksi potensi dan masalah. Bagaimana cara 




 Kemenangan Udi Hartoko dalam kontes demokrasi berulang kembali pada 
masa jabatan periode kedua yakni pada tahun 2017-2023. Pada pemilihan Kepala 
Desa tersebut, beliau bahkan tidak memiliki pesaing sebagai kandidat Kepala 
Desa. Hal tersebut dikarenakan hasil kepemimpinannya pada periode pertama 
memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat desa. Keberhasilan beliau 
dalam memimpin Desa Pujon Kidul diakui oleh masyarakat. Sehingga sudah pasti 
terprediksi hasil akhir pemilihan Kepala Desa akan didominasi dukungan untuk 
Pak Udi. Hal tersebut selaras dengan pendapat warga bahwa : 
“Memang Pak Udi tidak ada lawannya. Tidak ada yang mencalonkan. Tidak ada 
yang berani. Terus akhirnya mau tidak mau, kan tidak boleh calon tunggal. Ya 
mau dinaikkan, buat syarat saja istrinya. Karena di periode kedua tidak ada yang 
berani, dukungan warga ya otomatis ke Pak Kades (Pak Udi). Baik calon lama dan 
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Dengan kondisi tersebut, Pak Udi memenangkan pemilihan Kepala Desa dengan 
hasil suara sekitar 1800-an sedangkan istrinya mendapatkan sebanyak 470-an 
suara.
37
 Sebanyak hampir 79,2% suara berada pada Pak Udi membuktikan bahwa 
masyarakat masih menginginkan Pak Udi untuk melakukan pengembangan desa 
dalam kurun waktu 6 tahun berikutnya. Terpilih kembalinya Pak Udi juga 
membuktikan bahwa sosoknya mampu menjadi pemimpin yang baik dan cakap 
bagi warga Desa Pujon Kidul. Dengan kontribusi beliau melalui program kerja 
dan hasil kinerja yang dapat memberi manfaat bagi warga, tidak heran apabila Pak 
Udi masih tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin Desa 
Pujon menjadi lebih baik lagi. 
 Bentuk nyata pengabdian Pak Udi dalam melayani masyarakat 
ditunjukkan dengan tidak dimilikinya profesi ganda yang kerap kali dimiliki oleh 
seorang Kepala Desa. Tidak membagi fokus pekerjaan dengan membuka sektor 
usaha lain, membuat Pak Udi menjadi pribadi yang berdedikasi terhadap jabatan 
yang dimilikinya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu warga bahwa 
Kepala Desa Pujon Kidul hanya memiliki satu pekerjaan yaitu sebagai Kepala 
Desa agar dapat fokus memberikan pelayanan bagi masyarakat.38 Meskipun 
berada pada usia di atas 40 tahun, semangat Pak Udi untuk menimba ilmu tidak 
terhenti hanya karena telah menjabat sebagai Kepala Desa. Menyadari 
bahwasannya untuk menjadi seorang pengabdi masyarakat diperlukan pula 
pengetahuan yang mendalam, saat ini Pak Udi tengah menempuh pendidikan 
tinggi sebagai seorang mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi 
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Universitas Islam Malang. Meski demikian Pak Udi tetap dapat memimpin Desa 
Pujon terbukti dengan adanya kemajuan demi kemajuan yang diperoleh Desa 
Pujon Kidul. 
 Di bawah kepemimpinan Udi Hartoko, Desa Pujon Kidul memiliki visi 
dan misi yang berfokus pada kebermanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut 
dipengaruhi oleh motto Udi Hartoko sendiri dalam menjalani kehidupannya, yakni 
“bermanfaat bagi orang lain”. Visi misi desa pada setiap periode kepemimpinan 
Kepala Desa merupakan tujuan yang ingin dicapai pemerintah desa dalam kurun 
waktu yang diberikan tersebut. Selain itu terdapat pula janji kampanye Kepala 
Desa yang dituangkan di dalam visi misi. Adanya visi misi dapat menggambarkan 
arah gerak perkembangan desa. Pada periode pertama, tahun 2011-2017, adapun 
visi Desa Pujon Kidul, yakni “Terwujudnya Masyarakat Desa Pujon Kidul yang 
GUYUB RUKUN (Gotong royong, Usaha, Yakin, Ulet, Bertaqwa, Rukun, Kreatif, 
Unggul)”. Sedang misi merupakan penjabaran tujuan dari visi yang telah 




1. Mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, adat-
istiadat dan budaya. 
2. Mewujudkan pemerintahan bersih dan berwibawa (tata kelola 
pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan demokratis. 
3. Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan damai. 
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4. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing, 
terutama memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi potensi kaum 
muda di dalam berperan aktif kegiatan desa. 
5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan berbasis sektor 
pertanian, peternakan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. 
6. Peningkatan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana). 
7. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa. 
8. Peningkatan kesejahteraan social. 
Dapat dilihat bahwa pada periode pertama Udi Hartoko menitikberaktakan pada 
pelibatan peran masyarakat khususnya pemuda dan perempuan dalam 
pengembangan desa. Selain itu potensi kreatif juga digarisbawahi untuk 
menunjang peningkatan perekonomian desa guna memberikan kesejahteraan 
masyarakat desa. Produktivitas SDM dan pengembangan sektor perekonomian 
menjadi fokus utama di bawah kepemimpinanan beliau. 
Tak jauh berbeda dengan visi misi periode pertama, visi misi periode 
kedua memiliki kesinambungan. Dimana visi misi yang baru lebih menekankan 
pada kemandirian baik bagi desa maupun masyarakatnya sendiri. Kemudian pada 
periode kedua, visi Desa Pujon Kidul adalah “Terwujudnya masyarakat dan 
aparatur desa yang berkualitas untuk mendukung otonomi daerah dalam 
mewujudkan kesejahteraan yang lebih mandiri”. Berikut penjabaran misi Desa 











1. Misi bidang pelayanan 
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang efisien, 
demokratis, adil dan merata. 
2. Misi bidang pemberdayaan 
- Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga/organisasi 
kemasyarakatan baik yang bergerak di bidang ekonomi, sosial 
budaya, politik dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat. 
- Pemberdayaan kelompok ekonomi konsumtif menjadi kelompok 
ekonomi produktif. 
3. Misi bidang pembangunan 
- Membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. 
- Meningkatkan kehidupan masyarakat yang semakin layak, adil dan 
merata serta memberi perhatian utama pada kebutuhan dasar dan 
terpenuhinya sarana prasarana umum. 
 4.2. Perubahan dan Kemajuan Desa Pujon Kidul 
Sejak Pak Udi memimpin Desa Pujon Kidul perlahan tapi pasti desa 
berubah menjadi lebih baik. Berbagai penghargaan prestasi diperoleh hingga pada 
kanca internasional. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, berikut merupakan 
rangkuman perubahan yang berdampak besar bagi Desa Pujon Kidul dan 









a. Lahir Desa Wisata Pujon Kidul 
Gambar 4. 2 Gapura Selamat Datang Desa Wisata Pujon Kidul 
 
 
Sebelum menjadi sebuah desa wisata, Desa Pujon Kidul merupakan desa 
biasa yang sama dengan desa-desa di daerah pegunungan pada umumnya. 
Lokasi desa yang berada jauh dari hiruk-pikuk perkotaan sering kali ditemui 
memiliki aksesibilitas terhadap perekonomian, teknologi, infrastruktur, dll 
yang  lebih tertinggal dibandingkan dengan desa-desa yang berada dekat 
dengan pusat kabupaten atau kota. Dengan kondisi yang demikian, memiliki 
dampak pula pada kualitas masyarakat baik dari tingkat pendidikan maupun 
pengetahuan dan keterampilan. Runtutan dampak tersebut pada akhirnya akan 
menyebabkan baik masyarakat dan desa itu sendiri menjadi miskin atau tidak 
sejahtera dan tidak mandiri. Namun perlahan keadaan berubah sejalan dengan 
berkembangnya konsep desa wisata yang diadaptasi oleh Desa Pujon Kidul. 
Hal tersebut selaras dengan pernyataan salah satu warga bahwa sebelum Udi 





Hartoko menjabat sebagai Kepala Desa, Desa Pujon Kidul tertinggal dan 
tidak maju, namun sekarang sudah mampu menjadi desa yang mandiri.41 
Desa wisata sendiri dalam pengertiannya menurut Hadiwijoyo (2012) di 
buku Menggali Potensi Desa Wisata, adalah suatu kawasan pedesaan yang 
mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial 
budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, memiliki arsitektur bangunan 
dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang 
unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai 
komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan minuman 
dan kebutuhan wisata lainnya.
42
 Sesuai dengan pernyataan tersebut Desa 
Pujon Kidul memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi desa wisata. 
Wacana pengembangan Desa Pujon Kidul menjadi desa wisata telah 
menjadi angan-angan Udi Hartoko sejak sebelum menjadi seorang Kepala 
Desa. Berangkat dari pemikiran bahwa Desa Pujon Kidul yang secara letak 
geografis dekat dengan Kota Wisata Batu dan memiliki potensi alam, budaya, 
pertanian, dan peternakan yang dapat menjadi daya tarik desa. Peluang 
pergeseran pangsa wisata dari Kota Wisata Batu ke daerah sekitarnya 
diperkirakan juga akan terjadi. Hal tersebut disadari betul oleh Kepala Desa. 
Ditambah dengan munculnya permasalahan pengangguran terutama pada 
angkatan kerja muda dan maraknya produk buatan warga yang kalah saing di 
luar Desa Pujon Kidul. Dengan demikian pengemasan Desa Pujon Kidul 
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menjadi desa wisata merupakan solusi yang ditawarkan Kepala Desa untuk 
melakukan gerakan perubahan di desa. 
Desa wisata dirintis langsung setelah Udi Hartoko resmi menjabat sebagai 
Kepala Desa Pujon Kidul. Dari tahun 2011 hingga 2014 penyiapan desa 
wisata dilakukan. Tidak mudah mendirikan sebuah desa wisata dengan 
keterbatasan yang dimiliki baik keterbatasan pendanaan maupun SDM yang 
berkompeten. Pendanaan minim dikarenakan belum adanya dana desa pada 
waktu itu. Dana desa sendiri baru diberikan pemerintah pusat pada tahun 
2015. Tantangan untuk merubah mindset masyarakat juga menjadi salah satu 
hambatan yang harus dihadapi. Namun hal tersebut tidak membuat Pak Udi 
gentar. Sesuai dengan hal tersebut, Kepala Urusan Keuangan Desa Pujon 
Kidul mengungkapkan bahwa: 
“Kontra. Baik masyarakat maupun perangkat desa karena ketidakpahaman 
kurang mendukung konsep wisata. Sosok kepala desa masih memiliki keyakinan 
bahwa wisata ini memiliki potensi yang luar biasa. Tantangan dan cercaan 
sudah menjadi hal yang biasa.” 
43
  
Melalui kemampuan Pak Udi yang mudah berbaur dengan masyarakat, 
perlahan dilakukan pendekatan kepada masyarakat bersamaan dengan 
penyiapan wahana wisata yang akan ditawarkan. Wisata pertama yang 
ditawarkan Desa Pujon Kidul adalah paket wisata edukasi yang di dalamnya 
terdapat fasilitas seperti petik sayur, perah susu, olahan susu, dan kuliner desa 
bagi tamu. Desa Wisata Pujon Kidul baru sah terbentuk pada tahun 2014. 
Selaras dengan hal tersebut, salah satu warga mengatakan bahwa  Surat 
Keputusan yang berisi Desa Pujon Kidul sebagai desa wisata dari Dinas 
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Pariwisata Kabupaten Malang terbit pada tahun 2014, kemudian baru 
dibuatkan Surat Keputusan pembentukan POKDARWIS Capung Alas.44 
 
 Setelah diakuinya Desa Wisata Pujon Kidul muncul pula strategi 
pengembangan desa wisata. Pembuatan atraksi wisata, penunjangan 
infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan wisata pun dilakukan. 
Hingga akhirnya pada tahun 2016 Café Sawah resmi didirikan. Hingga saat 
ini Café sawah menjadi atraksi wisata unggulan di Desa Wisata Pujon Kidul. 
b. Tumbuh Geliat Perekonomian Masyarakat Desa 
Selama masa kepemimpinan Udi Hartoko desa mengalami perubahan pada 
sektor perekonomian baik pada masyarakat maupun bagi desa sendiri. Geliat 
perekonomian masyarakat perlahan mulai tumbuh bersamaan dengan 
pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul. Dimana masyarakat turut ikut andil 
terlibat dalam pemberdayaan pengelolaan wisata yang ada. Untuk lebih 
mempermudah, peneliti mencoba menggambarkan hubungan antara 
berdirinya desa wisata dengan masyarakat yang terdampak secara 
perekonomian melalui tabel berikut ini : 
Tabel 4. 1 Geliat Perekonomian Masyarakat Desa Pujon Kidul 
di Bawah Kepemimpinan Udi Hartoko 





Serapan tenaga kerja operasional 
kawasan wisata café sawah 
Kios makanan dan minuman, souvernir, 
sayuran dan buah 
Live In 
Serapan tenaga kerja operasional live in 
Pemberdayaan petani, peternak, dan 
pembatik 
Muncul homestay 
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Pemberdayaan ibu rumah tangga 
Muncul lapangan pekerjaan lainnya di luar wahana wisata (jasa 
ojek, UMKM) 
 
 Penyerapan tenaga kerja merupakan hal yang nampak secara kasat mata 
setelah berubahnya Desa Pujon ditetapkan sebagai desa wisata. Pada setiap 
kegiatan wisata memiliki pengelola masing yang memiliki deskripsi 
pekerjaan tersendiri. Pada kawasan wisata café sawah terdiri dari berbagai 
kegiatan perekonomian yang muncul. Terdapat café sawah, berbagai café 
milik masyarakat, kios makanan dan minuman, kios souvernir, stand sayuran 
dan buah, serta tempat parkir. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan café 
sawah akan menggunakan jasa parkir untuk menitipkan kendaraan masing-
masing. Dalam kegiatan tersebut transaksi keuangan terjadi. Setelah itu 
wisatawan akan memasuki loket pembayaran yang dimana wisatawan akan 
mendapatkan tiket masuk dan voucher untuk dibelanjakan beraneka macam 
barang yang dijajakan di kios yang telah ada. Kemudian wisatawan dapat 
melakukan wisata di seluruh kawasan wisata tersebut. 
Gambar 4. 3 Bangunan Cafe Sawah 
 
(Sumber: Diolah penulis, dari wawancara informan, 2021) 





 Ticketing, voucher, dan parkiran, serta café sawah sendiri dikelola 
dibawah naungan BUMDesa Sumber Sejahtera. Di dalam pengelolaannya 
mampu menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat Desa Pujon 
Kidul, khususnya para pemuda pemudi. Beragam profesi yang dibutuhkan 
antara lain tukang parkir, penjaga loket, pelayan café, bagian dapur, pengelola 
keuangan, manajer baik di café sawah maupun ticketing voucher parkiran, dll. 
Penyerapan tenaga kerja secara langsung meningkatkan perekonomian 
masyarakat yang terserap. Selain itu pula dapat mengurangi tingkat 
pengangguran yang merupakan salah satu alasan desa wisata didirikan. 
Sedangkan pada berbagai café lainnya dan usaha wisata yang lain dalam 
pengelolaannya tidak melibatkan BUMDesa karena milik perseorangan. 
Perputaran perekonomian juga terjadi pada seluruh kios yang ada. Kios 
yang didirikan di kawasan café sawah merupakan milik dan dikelola 
masyarakat Desa Pujon Kidul. Hal tersebut merupakan salah satu aturan yang 
tertera pada Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 6 Tahun 2017. Hal tersebut 
tertuang tepatnya pada Bab III Pasal 7 Poin b yang menyatakan bahwa segala 
usaha wisata yang bukan milik desa di lakukan oleh masyarakat desa Pujon 
Kidul.
45 Selain hal tersebut, terdapat salah satu larangan yang ditemukan pada 
Bab VII Ayat 3 yang menerangkan bahwa melarang masyarakat 
mendatangkan investor, pemodal untuk usahanya dari luar Desa Pujon 
Kidul.46 Peraturan tersebut dibuat agar masyarakat Desa Pujon Kidul dapat 
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merasakan dampak adanya desa wisata secara langsung. Keinginan kuat 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibuktikan dengan adanya 
komitmen bersama perangkat desa untuk tidak memiliki usaha di kawasan 
café sawah. Sayangnya niat baik tersebut tidak sejalan dengan masyarakat. 
Temuan di lapangan menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran terhadap poin 
aturan Perdes di atas. Tidak semua pelaku wisata merupakan masyarakat 
Desa Pujon Kidul. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua BPD Pujon 
Kidul bahwa : 
“Yang jual di stan-stan area Café Sawah itu tiak semua asli warga Pujon Kidul, 
70% masyarakat sini, yang 30% orang luar. Bukan desa yang mendatangkan tapi 




Pemberian sewa terhadap masyarakat luar Desa Pujon Kidul dilakukan 
masyarakat yang memiliki lahan yang luas. Sehingga tidak heran apabila 
penjual di beberapa kios merupakan orang yang berasal dari luar desa itu 
sendiri, Kota Batu bahkan Kota Malang. 
 Adanya desa wisata juga memberikan tambahan penghasilan bagi para 
petani Desa Pujon Kidul. Dimana dahulu petani hanya menjual hasil 
pertanian ke tengkulak tanpa bertemu langsung dengan pembeli. Kini petani 
dapat langsung memangkas rantai jual beli hasil pertanian. Hal ini dapat 
menyebabkan kenaikan harga pada sayur dan buah yang ditawarkan pada 
wisatawan yang berkunjung. Selaras, Ketua POKDARWIS Capung Alas 
mengungkapkan bahwa dengan adanya wisatawan yang datang, petani dapat 
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menjual hasil pertanian yang awalnya hanya dijual Rp1.000,- pada tengkulak, 
bisa menjual seharga Rp5.000.- pada wisatawan langsung.
48
 
 Pada kegiatan wisata live in juga terserap tenaga kerja yang berasal dari 
masyarakat Desa Pujon Kidul untuk melakukan kegiatan operasional sehari-
hari. Live in dikelola oleh BUMDesa Sumber Sejahtera. Live in sendiri 
merupakan kegiatan edukasi dimana wisatawan diajak untuk melakukan 
kegiatan sehari-hari bagi warga Desa Pujon Kidul. Wisatawan akan menginap 
di rumah warga yang menjadi homestay kemudian melakukan kegiatan 
seperti petik sayur, petik buah, perah susu, biogas, dan membatik. Dalam 
melakukan semua kegiatan tersebut banyak masyarakat yang terlibat dan 
diberdayakan. Diantaranya para petani, peternak, pembatik dan pengelola 
homestay. Homestay di Desa Pujon sendiri baru berdiri pada saat setelah 
dibukanya Café Sawah, yakni pada tahun 2016. Mekanisme pengelolaannya 
mengikuti instruksi dari pegawai live in. Pemasaran, aturan dan mekanisme 
penyewaan sudah diatur oleh pegawai live in. Sehingga hal ini mempermudah 
masyarakat untuk mendirikan sebuah usaha penginapan. Sebagaimana yang 
disampaikan oleh salah satu pengelola homestay bahwa : 
“Kalau homestay ini kayak peralatannya dari BUMDesa Mbak, yang mengelola 
kita sendiri dengan bapak. Modalnya ya kita. Kita angsur tiap bulan. Misal kalau 
ada tamu ya dipotong per kamarnya. Tidak ada syarat khusus. Yang penting ya 
bersih, sederhana, kita ramah sama tamu, dan sopan.”
49
 
Hingga saat ini total homestay yang ada di Desa Pujon Kidul berjumlah 57 
buah. Hampir di setiap RT di Desa Pujon Kidul memiliki setidaknya 1 buah 
homestay. RT 4 merupakan area yang hampir seluruh rumah warga dijadikan 
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sebuah homestay. Dengan hanya melakukan peminjaman modal untuk 
kelengkapan fasilitas, pemilik dan pengelola homestay sudah mendapatkan 
pemasukan dengan sendirinya. Selain itu pengelolaan homestay dapat 
menjadi tambahan pemasukan bagi Ibu Rumah Tangga yang notabennya 
hanya mengurus kegiatan rumah tangga. Bu Tin menambahkan bahwa 
pendapatan homestay: 
“Tergantung kalau tamunya banyak ya bisa sampai Rp500.000,- sampai 
Rp600.000,- kalau tiga kali makan. Kalau cuma satu kali makan ya paling cuma 
Rp300.000., Itu sudah pendapatan bersih setelah dipotong anak live in. Pernah 
dalam seminggu itu keluar masuk keluar masuk itu hampir dapat Rp1.000.000,-. 
Makan  tamu disamaratakan, menu harus sama seluruh homestay.”
50
 
Pembatik di Desa Pujon Kidul tergabung dalam sebuah paguyupan batik 
yang bernama Puspa Arum. Paguyupan ini dibuat sejak tahun 2020 untuk 
mempermudah koordinasi antar pembatik di Desa Pujon Kidul. Batik di Desa 
Pujon Kidul mulai ditekuni warga sejak tahun 2019. Dalam kegiatan live in 
para pembatik ikut andil dalam memberikan edukasi membatik tulis. 
Wisatawan juga diajarkan pembatik untuk membatik sebuah slayer secara 
mandiri. Dan dalam penyediaan jasa ini kegiatan perputaran perekonomian 
juga. Pundi-pundi ekonomi pun otomatis didapatkan oleh para pembatik. 
Kampung Budaya Tulungrejo merupakan wisata budaya yang di Desa 
Wisata Pujon Kidul yang menawarkan beberapa atraksi kesenian yang ada. 
Kampung budaya mulai diciptakan sejak tahun 2016 setelah pembukaan café 
sawah. Sejalan dengan adanya hal tersebut, masyarakat juga merasakan 
dampak pada tambahan pendapat masyarakat. Kampung budaya hadir sebagai 
salah satu bentuk pemerataan wisata dan pengelolaan potensi yang dimiliki 







warga Dusun Tulungrejo. Atraksi budaya yang disediakan adalah kesenian 
kuda lumping, tari topengan, patrol warga, dan wayang kulit. Dari atraksi-
atraksi tersebut terjadi lah perputaran ekonomi. Dimana khususnya para 
seniman Desa Pujon Kidul dapat menjual bakat kesenian yang dimiliki. 
Berbeda dengan Café Sawah yang dapat dikunjungi perorangan, wisatawan 
yang datang di Kampung Budaya merupakan kelompok atau rombongan. 
Salah satu warga Dusun Tulungrejo  menambahkan bahwa pertunjukan seni 
dilakukan atas permintaan wisatawan dengan harga Rp600.000.- dalam satu 
kali penampilan per satu macam atraksi kesenian.51 Selain pertunjukan 
kesenian, Kampung Budaya juga menyediakan dapur umum. Dimana 
rombongan wisatawan akan menyantap menu masakan khas pedesaan. Dapur 
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Gambar 4. 4 Potret Kampung Budaya 
   
 
 
 Munculnya pekerjaan lain dan usaha kecil milik masyarakat di luar 
wahana wisata juga menjadi salah satu perubahan yang terjadi di bawah 
kepemimpinan Pak Udi. Beragam kegiatan menciptakan perputaran ekonomi 
bagi masyarakat. Mulai dari usaha pengolahan hasil ternak dan pertanian, 
hingga muncul jasa ojek wisata. Kegiatan ekonomi kreatif dan produktif 
hingga saat ini masih berlangsung di Desa Wisata Pujon Kidul. Ketua 
POKDARWIS Capung Alas mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah 80 
ojek yang ada di Desa Pujon Kidul yang menghasilkan pendapatan sekitar 
Rp100.00.- sampai Rp200.000,- ketika akhir pecan.52 
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c. Optimalisasi Lembagan Kemasyarakatan Desa 
Perubahan tata kelola sebuah organisasi dapat dipengaruhi oleh perilaku 
pemimpin. Perubahan mindset dan kepribadian seorang pemimpin dapat 
merubah pula perilaku yang dipimpinnya. Hal tersebut dikarenakan pemimpin 
memiliki fungsi serta kewenangan untuk dapat mengelola organisasinya. 
Namun tidak akan berhasil pula sebuah pencapaian tujuan organisasi tanpa 
ada kerjasama pemimpin dan anggota. Tidak semua hal dapat dilakukan oleh 
satu orang pemimpin. Maka dari itu, pembagian peran dan beban dalam 
organisasi akan mengefektifkan pencapaian tujuan sebuah organisasi.  
Keterbatasan tersebut juga dipahami Kepala Desa sebagai seorang 
pemimpin. Maka hal pertama yang dilakukan Udi Hartoko setelah menjabat 
yaitu mengubah mindset baik perangkat desa maupun masyarakat. Mengajak 
masyarakat untuk terlibat bersama membangun desa menjadi lebih baik lagi 
digalakkan beliau. Karena pada dasarnya desa adalah milik masyarakat, maka 
seharusnya masyarakat desa saling gotong-royong memberikan sumbangsih 
bagi desa. Pelibatan sumbangsih ini mampu meningkatkan peluang 
tercapainya tujuan desa. Beberapa kegiatan dilakukan untuk dapat membuka 
kesempatan masyarakat berpartisipasi membangun desa. Dimulai dengan 
melakukan perubahan pada tata pelayanan masyarakat. Kegiatan pelayanan 
yang sebelumnya dapat dilakukan di luar kantor desa dirubah menjadi hanya 
dilakukan di kantor desa. Selaras, Kepala Desa menambahkan: 
 “Kemudian kita rubah pelayanan maksimal di kantor desa. Tidak ada lagi 
pelayanan di rumah dan sebagainya. Semuanya harus dilayani di kantor desa. Ini 





apapun di desa itu kita coba bawa kesini (kantor desa). Dan saya harus ngantor 
tiap hari gitu … Setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat.”
 53
 
Menghidupkan suasana kantor desa juga dilakukan untuk mewujudkan mindset 
“balaidesa adalah rumah bagi rakyat”, tempat untuk saling tukar pendapat dan 
berdiskusi untuk kemajuan desa. 
 Pelibatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan melalui optimalisasi peran 
pada lembaga kemasyarakatan desa.  Lembaga kemasyarakatan desa merupakan 
salah satu wadah bagi masyarakat untuk dapat menyalurkan kontribusi terhadap 
desa. Berbagai lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk sesuai kebutuhan di desa. 
Sependapat dengan hal tersebut, Kepala Desa menambahkan bahwa: 
“Kepala desa itu punya banyak kewenangan, ada puluhan kewenangan. Yakinlah 
kalau kepala desa itu tidak dapat menjalankan semua. Maka yang saya lakukan 
adalah berbagi kewenangan itu dengan lembaga dengan masyarakat dengan 
kelompok dengan perangkat desa dan yang lain.” 
Di Desa Pujon Kidul selama kepemimpinan Pak Udi lahir beberapa lembaga 
kemasyarakat desa juga kelompok masyarakat lain. Diantaranya terbentuk 
Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Capung Alas, Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDesa) Sumber Sejahtera, Paguyupan Batik Puspa Arum, 
Kelompok Usaha Kerjajinan Dewi Sartika, Kelompok Rajut Usaha Bunda, 
dll. Melalui lembaga kemasyarakatan desa dan juga kelompok masyarakat 
yang optimal, pengembangan desa mampu berjalan secara optimal pula.  
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KEPEMIMPINAN KEPALA DESA PUJON KIDUL 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang karakteristik kepemimpinan Udi 
Hartoko sebagai Kepala Desa dalam memimpin Desa Pujon Kidul. Berdasarkan 
temuan di lokasi penelitian, Kepala Desa Pujon Kidul memiliki karakteristik 
kepemipinan inovatif-progresif. Berikut penjabaran kepemimpinan Udi Hartoko 
melalui karakteristik kepemimpinan inovatif-progresif yang digagas oleh 
Mustakim. 
5.1. Kepemimpinan dan Kewenangan Desa 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjabarkan 
mengenai kewenangan lokal skala desa. Yang dimaksud dengan kewenangan 
lokal skala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif 
dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa 
masyarakat desa.
54
 Untuk lebih merinci kewenangan lokal skala desa, maka 
diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedomanan 
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. 
Terdapat empat bidang kewenangan yang menjadi bagian dari kewenangan lokal 
skala desa. Pada keempat bidang inilah pemimpin inovatif-progresif memiliki 
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sikap atau karakterik dalam melaksanakan kewenangan lokal skala desa. Berikut 
penjabarannya : 
5.1.1. Bidang Pemerintahan Desa 
Dalam pelaksanaan berbagai kewenangan dalam bidang pemerintahan 
desa, pemimpin inovatif-progresif memiliki pola tersendiri. Mustakim 
menjelaskan bahwasannya seorang Kepala Desa yang memiliki tipe 
kepemimpinan inovatif-progresif memiliki kecenderungan untuk melibatkan 
partispasi/prakarsa masyarakat, transparan dan mengedepankan 
akuntabilitas kinerja.
55
 Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Kepala 
Desa Pujon Kidul dalam melaksanakan pemerintahan desa memiliki ketiga 
kecenderungan yang ada pada diri seorang dengan tipe kepemimpinan 
inovatif-progresif. Selama masa kepemimpinannya, Kepala Desa Pujon 
Kidul mulai mengajak masyarakat untuk bersama-sama memikirkan desa 
secara keseluruhan. Selaras dengan hal tersebut, Kepala Urusan Keuangan 
mengungkapkan bahwa Kepala Desa memberikan kesempatan kepada 
perangkat desa maupun masyarakat berkontribusi untuk membangun desa 
dari sisi keahlian masing-masing.”
56
 
Pemberian kontribusi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai 
kesempatan yang ada. Kontribusi sendiri dapat berbentuk berbagai macam 
hal yang dengan tujuan memajukan Desa Pujon Kidul. Membangun desa 
dapat dilakukan dengan keahlian dan kemampuan masing-masing 
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masyarakat. Perangkat desa sebagai penggerak pemerintahan desa, dapat 
berkontribusi dengan memberikan kinerja optimal sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi nya. Bersama Kepala Desa, sinergi antara kedua peran 
tersebut mampu mempercepat capaian tujuan bersama yang diharapkan. 
Robert G. Owens dalam Nawawi mengungkapkan bahwa pemimpin yang 
kuat adalah yang diakui dan didukung seluruh anggota organisasinya.
57
 
Menyadari hal tersebut Kepala Desa Pujon Kidul pada awal 
kepemimpinannya melakukan upaya untuk memperkuat daya dukung 
perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan tingkat desa. Senada, Anas 
menjabarkan bahwa: 
“Jadi pertama kepala desa mengumpulkan terutama di perangkat desa beserta 
kelembagaan di tingkat desa. Jadi semua diberikan peran, semua 
diberdayakan. Sehingga, ya memang berat sih kepala desa awalnya. Merubah 
mindset masyarakat, merubah mindset perangkat desa yang awalnya memang 
duduk manis, terima gajian. Setelah kepemimpinan Pak Udi, memang agak 
didorong untuk bekerja untuk mengenali tupoksinya masing-masing.” 
Bagi masyarakat sendiri kontribusi dapat berupa pemberian masukan, 
kritik, dan saran masyarakat yang dapat membangun. Pemerintah desa 
memberikan wadah penyampaian hal tersebut baik melalui forum formal 
dan nonformal. Pada forum formal yakni ketika terdapat musyawarah desa 
atau rapat pertemuan lainnya baik yang diselenggarakan di balaidesa 
maupun balaidusun masing-masing. Pada kegiatan non formal, masyarakat 
dapat menyampaikan gagasan mereka dalam keseharian di luar forum resmi. 
Optimalisasi peran BPD juga dapat dijadikan wadah bagi masyarakat yang 
ingin memberikan kontribusi gagasan. 
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Bagi seorang Kepala Desa, dukungan yang diberikan tidak hanya cukup 
dari pihak perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Masyarakat 
juga merupakan hal penting lain yang tidak bisa dipisahkan dari 
pemerintahan desa. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu bentuk 
dukungan yang dibutuhkan oleh seorang Kepala Desa. Kepercayaan muncul 
akibat adanya tanggung jawab yakni, kemampuan untuk memenuhi janji 
atau komitmen kepada orang lain atau diri sendiri.
58
  
Pertanggungjawaban dapat disebut juga sebagai akuntabilitas. Senada, 
Oakerson dalam Manggaukang menjelaskan bahwa berakuntabilitas berarti 
harus memberikan jawaban atas segala tindakan dan menerima sanksi, baik 
positif maupun negatif.
59
 Salah satu wujud tanggung jawab berupa 
penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahannya.  
Transparansi sendiri dapat diartikan sebagai keterbukaan. Sependapat 
dengan hal tersebut Tjokromidjoyo dalam Arifin, mengemukakan bahwa 
transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak (yang berkepentingan) 
mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintahan, organisasi dan 
badan usaha.
60
 Secara tidak langsung transparansi dapat meningkatkan 
akuntabilitas dan menciptakan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. 
Dalam tata kelola pemerintahan Desa Pujon Kidul yang dipimpin oleh 
Udi Hartoko mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal 
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tersebut terlihat melalui kemudahan masyarakat umum untuk mengakses 
informasi pemerintahan desa baik dalam segi perkembangan desa maupun 
konteks keuangan desa. Masyarakat dapat langsung bertanya kepada Kepala 
Desa maupun para perangkat desa lainnya dalam sehari-hari dan juga pada 
forum resmi yang ada di Desa Pujon Kidul. Mengikuti perkembangan 
teknologi dan informasi, Desa Pujon Kidul juga menggunakan media 
elektronik sebagai salah satu media informasi.  Penggunaan teknologi dan 
informasi ini dilakukan Desa Pujon Kidul sejak tahun 2016. 
Gambar 5. 1 Tampilan SIE Pujon Kidul 
 
 
Sistem Informasi Elektronik Desa Pujon Kidul berbentuk website yang 
dapat diakses masyarakat umum melalui laman 
https://www.sie.pujonkidul.desa.id/. SIE Desa Pujon Kidul dapat diakses 
dimana pun dan kapanpun menggunakan jaringan internet. Terdapat 11 
menu dalam SIE yang memuat informasi, yakni berita kegiatan desa, paket 
wisata, berita, jadwal kunjungan, produk hukum, pembangunan, produk 
desa, video wisata, BUMDesa, penduduk, kesehatan, dan pertanian. Temuan 
di lapangan menunjukkan pengelolaan SIE masih belum maksimal hal 





tersebut dikarenakan tidak lengkap dan aktualnya dokumen dan berita yang 
ada. Berdasarkan penelusuran peneliti dalam website tersebut, SIE terakhir 
dilakukan perbaruan data pada sekitar bulan Oktober 2020. 
Upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel juga 
dilakukan secara manual. Pemberian informasi menggunakan papan 
informasi pada masing-masing dusun dilakukan. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Sekretaris Desa : 
“…masyarakat bisa membaca di SIE. Tak lepas di masing-masing dusun ada 
tempat informasi ditempel. Masyarakat bisa membaca ada informasi apa dari 
pemerintah desa, ini sudah ada. Karena kalau semacam woro-woro. Papan 
informasi itu. Kan disini mayoritas tani dan ternak sapi. Pos penampungan 
susu, pagi terbaca, sore terbaca oleh masyarakat.”
61
 
Banner realisasi penggunaan anggaran merupakan upaya lain yang 
dilakukan oleh pemerintah desa. Banner dibuat dan disebar pada ketiga 
dusun yang ada dan di kantor Desa Pujon Kidul. Pemasangan banner 
tersebut sebagai bentuk transparansi anggaran desa. Selaras dengan hal 
tersebut Kepala Desa menjelaskan: 
“Selama ini kan kita mempunyai banner-banner besar. Ini sebenarnya untuk 
kampung tangguh saja sementara, kita lepas sementara. Itu dibawahnya ada 
APBDes kita yang kita pampang di masing-masing dusun, di beberapa titik. 
Sehingga masyarakat bisa membaca. Kemudian di sistem informasi elektronik 
desa juga muncul APBDes pertahun yang diupdate oleh Pak Anas Taufiq,…. 
Jadi rutin seperti itu, ada triwulan, ada kegiatan laporan yang terpampang di 
banner, juga ada kegiatan formal, sistem informasi elektronik desa juga ada.”
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Kepala Desa Pujon Kidul dikenal masyarakat sebagai pribadi yang 
transparan dalam urusan keuangan desa. Berikut penuturan salah satu 
warga: 
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“Pak Kades orangnya baik, terus apa adanya. Benar-benar mengabdi, 
orangnya transparan. Ya dalam segi semua keuangan yang masuk ke desa 
diflorkan ke warga melalui pemberitahuan di kantor des, ada banner-banner 
juga.  Intinya pak kades itu tidak mau pegang uang.”
63
 
Beberapa contoh di atas menunjukkan karakteristik kepemimpinan inovatif-
progresif pada diri Kepala Desa Pujon Kidul. 
5.1.2. Bidang Pembangunan Desa 
Kewenangan lokal berskala desa di bidang pembangunan desa meliputi: 
pelayanan dasar desa; sarana dan prasarana desa; pengembangan ekonomi 
desa; dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan desa. Kepala Desa 
yang bertipe kepemimpinan inovatif-progresif dalam melaksanakan 
pembangunan desa melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan proyek pembangunan.
64
 
Indikator tersebut sesuai dengan kondisi Kepala Desa Pujon Kidul. Dalam 
setiap pembangunan yang dilakukan di Desa Pujon Kidul, beliau selalu 
melibatkan masyarakat pada setiap tahapan. Sebelum dibuatnya sebuah 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, pemetaan potensi dan 
permasalahan dilakukan dengan melibatkan masyarakat bersama mulai dari 
tingkat RT. Usulan pembangunan juga dilakukan. Sebagaimana yang 
diungkapkan Kepala Desa bahwa: 
“Kalau partisipasi masyarakat kan sudah kita akomodir melalui pemetaan 
potensi dan masalah. Masyarakat mengusulkan di tingkat RT dan itu menjadi 
dokumen kita sampai saat ini. Acuan pembangunan kita mesti melihatnya dari 
sana, karena itu usulan masyarakat yang real. Kemudian kita musyawarahkan 
setiap tahun dalam rangka menyusun RKPDes. Semua masalah dan potensi itu 
masuk di kegiatan-kegiatan desa dan terekam dalam RPJMDesa. Kemudian 
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kita breakdown lagi setiap tahun dalam rangka musyawarah desa menentukan 
skala prioritas pembangunan setiap tahunnya.”
65 
Setelah RKPDes dibuat, proses pelaksanaan pembangunan pun memiliki 
mekanisme yang dimana masyarakat dapat terlibat kembali. Desa Pujon 
Kidul sebagai daerah pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai gotong 
royong menjadi satu keuntungan dalam penerapan pembangunan desa 
berbasis partisipasi masyarakat. Hal tersebut didukung pernyataan Ketua 
BPD bahwa : 
“Jadi kita itu kalau sudah diprogram, misalnya di bulan Mei akan ada 
pengerjaan pekerjaan rabat beton di RT 2. TPK yang skupnya lebih kecil lagi. 
TPK mengumpulkan masyarakat RT 2. Bukan Desa lagi tapi TPK. Termasuk 
swadaya, termasuk kerja sama, atau tenaga itu mungkin kan kalau butuh 
swadaya yang berupa materi ya dibahas di situ tentang konsumsinya.”
66
 
Kegiatan pengumpulan masyarakat sekitar daerah pembangunan dilakukan 
dalam setiap pembangunan yang ada di Desa Pujon Kidul, kecuali pada area 
tanah desa. Dimana tanah desa dalam pengelolaannya merupakan 
kewenangan dari Kepala Desa sendiri. Sehingga untuk melaksanakan 
pembangunan area tersebut menjadi kebebasan dari pemerintah desa yang 
sebelumnya telah disetujui bersama masyarakat desa pada tahap 
perencanaannya. 
Selain partisipasi buah pikir atau gagasan ide yang diberikan ketika 
perencanaan pembangunan, partisipasi lainnya dapat berbentuk seperti 
partisipasi tenaga fisik, keterampilan dan kemahiran, dan harta benda. 
Sayangnya berbagai partisipasi tersebut banyak yang tidak tercatat oleh 
pemerintah desa. Pernyataan di atas menggambarkan bahwa masyarakat 
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Desa Pujon Kidul berpartisipasi dalam bentuk tenaga fisik dan keterampilan 
kemahiran jika memang dibutuhkan. Dalam hal partisipasi masyarakat 
melalui tenaga harta benda sebagai contoh dibuktikan dengan adanya dana 
swadaya dalam pembangunan desa pada tabel 4.1. 
Tabel 5. 1 Dana Swadaya Masyarakat Pembangunan Desa Pujon Kidul 2020 
No Dusun Kegiatan Pembangunan Desa Volume Jumlah Swadaya 
1 Krajan 
Pembuatan mushollah 3 unit Rp 55.000.000,- 
Pembuatan pos keamanan 3 unit Rp 12.000.000,- 
Kebersihan lingkungan 11 RT Rp 22.000.000,- 
2 Maron 
Pembuatan tempat ibadah 1 unit Rp 60.000.000,- 
Pembuatan pos keamanan 2 unit Rp 15.000.000,- 
Kebersihan lingkungan 5 RT Rp 12.000.000,- 
Meterisasi air minum  Rp 50.000.000,- 
3 Tulungrejo 
Pembuatan pondok MI 1 unit Rp 60.000.000,- 
Pembuatan pos keamanan 2 unit Rp 15.000.000,- 
Pembuatan pagar makam 1 unit Rp 15.000.000,- 
Jumlah Rp 316.000.000,- 
 
Pengawasan pembangunan desa juga melibatkan masyarakat dimana 
masyarakat ikut andil dalam mengawal kegiatan pembangunan yang terjadi. 
Pengawasan masyarakat dilakukan baik melalui pertanggungjawaban resmi 
pihak desa ataupun dapat ditanyakan langsung pada pihak yang terlibat. 
Senada, Kepala Desa menjelaskan bahwa:  
“Kemudian sama-sama mengawasi. Dan nanti ketika selesai, ya dilaporkan 
habisnya anggaran sekian sesuai dengan RAB. Ada minus ada plus, ada sisa 






anggaran ya disampaikan. Baru kita dikembalikan kalau ada SILPA ke kasnya 
desa. Modelnya seperti itu, jadi kalau setiap kegiatan di suatu titik, ya 
masyarakat sekitar itu yang kita undang. Itu di keseluruhan pembangunan, 
kecuali pembangunan yang berada di tanah desa.”
67
 
Pembangunan hingga saat ini masih terus dilakukan oleh Pemerintah Desa 
Pujon Kidul guna menunjang sarana prasarana yang menunjang kegiatan 
wisata. Baru-baru ini telah dibukanya pusat oleh-oleh bernama “Pamoedjan 
Oleh-Oleh” yang berada pada kawasan Café Sawah. Pusat oleh-oleh 
tersebut merupakan salah satu bentuk pembangunan yang melibatkan 
masyarakat baik dalam perencanaan juga dalam pelaksanaan operasionalnya 
nanti. Pamoedjan Oleh-Oleh hadir menjawab permasalahan warga terkait 
pemasaran produk kreatif masyarakat. Selain itu, selaras dengan program 
pemerintah yakni 1 RT 1 produk unggulan akan mendorong pertumbuhan 
produksi kreatif pada warga. Tentu juga yang diharapkan nantinya akan 
meningkatkan pendapatan masyarakat. 
5.1.3. Bidang Kemasyarakatan Desa 
Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, pemimpin inovatif-progresif 
dalam melaksanakan kewenangan lokal skala desa cenderung melibatkan 
seluruh unsur masyarakat. Termasuk juga dalam pelaksanaan kewenangan 
lokal skala desa dalam bidang kemasyarakatan desa. Pemimpin inovatif-
progresif melibatkan masyarakat untuk bersama menjaga ketentraman dan 
ketertiban desa.
68
 Kegiatan pejagaan kemanan dan ketertiban masyarakat di 
daerah pedesaan yang masih kental kebersamaan antar masyarakat 
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dilakukan secara gotong royong antar warga. Desa Pujon Kidul sendiri 
merupakan wilayah yang relatif aman sehingga dalam penjagaan ketertiban 
dan keamanan tidak membutuhkan upaya lebih. Meski demikian keamanan 
dan ketertiban masyarakat juga tetap diperhatikan. Pos keamanan tersebar di 






Seiring perubahan Desa Pujon Kidul menjadi desa wisata, kegiatan 
penjagaan ketertiban dan keamanan juga berubah. Lokasi wisata merupakan 
tempat umum dimana praktik tindak kriminal berpeluang terjadi. Sehingga 
upaya penjagaan keamanan dan ketertiban desa berorientasi ke arah 
wisatawan yang berkunjung. Keamanan dan ketertiban juga menjadi salah 
satu pertimbangan bagi wisatawan untuk berkunjung ke sebuah lokasi 
wisata. Menyadari hal tersebut, inovasi pun dilakukan oleh Kepala Desa 
dengan membentuk LINMAS Wisata pada tahun 2020. Terbentuknya 
LINMAS Wisata juga sebagai jawaban atas penyesuaian kondisi new 
normal pada sektor wisata yang ada di Desa Pujon Kidul semenjak pandemi 
Covid-19. Selaras, Direktur BUMDesa Sumber Sejahtera menuturkan 
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2021) 





bahwa  LINMAS Wisata bertugas menjaga tentang keamanan yang ada di 
jalan dan juga jaga malam bersama warga ketika ada wisatawan yang 
menginap di Desa Pujon Kidul.
69
 
LINMAS Wisata tidak jauh berbeda dengan LINMAS pada umumnya. 
Yang membedakan adalah terdapat penambahan tugas yang diberikan dan 
penampilan dalam bertugas. LINMAS Wisata dalam bertugas menggunakan 
pakaian formal yakni kemeja lengan panjang yang terdapat logo sapta 
pesona dan Desa Pujon Kidul, celana kain formal, bersepatu vantofel dan 
berdasi. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memberikan kenyamanan bagi 
wisatawan. LINMAS Wisata dapat ditemui pada setiap akhir pekan yakni 
Sabtu dan Minggu dan juga pada hari libur serta event tertentu yang ada di 
Desa Pujon Kidul. Sedangkan untuk tugas tambahan yakni untuk 
menguraikan kemacetan pada titik-titik jalan di Desa Pujon Kidul dan juga 
melakukan patrol di lokasi wisata. Patroli dilakukan untuk mengingatkan 
pengunjung tentang penerepan protokol kesehatan. LINMAS Wisata hadir 
juga sebagai salah satu optimalisasi lembaga kemasyarakatan desa sekaligus 
bentuk pelibatan masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan LINMAS 
Wisata berada di bawah kelola dari LINMAS Desa Pujon. Pengoptimalan 
LINMAS memberikan manfaat bagi seluruh masyarkat. Hingga saat ini 
terdapat 18 orang LINMAS Wisata yang terdiri dari sebagian SDM yang 
berasal dari LINMAS dan masyarakat sendiri. 
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Tindakan preventif juga dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak 
kejahatan di Desa Pujon Kidul. Melalui penguatan perekonomian 
masyarakat secara tidak langsung menekan tingkat peluang terjadinya 
kriminalitas. Maka dari itu, tidak heran jika Desa Pujon Kidul dalam 
pengembangan desa memprioritaskan sektor ekonomi dan pemberdayaan 
SDM agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Selaras dengan hal 
tersebut, Sekretaris Desa berpendapat bahwa: 
“Orang mencuri itu karena ya kekurangan. Andaikata kalau sudah cukup ya 
tidak akan mencuri. Kalau berhubungan dengan keamanan ya ekonomi dulu 
yang harus ditata. Kalau ekonominya mapan, istilahnya makmur. Mencuri kan 
2 versi, pertama ya memang pekerjaannya kedua karena terpaksa. Katakanlah 
masyarakat pujon kidul ekonominya mapan, mungkin tidak ada kejahatan. 
Kejahatan terjadi kalau diruntut ya karena ekonomi.”
70
 
5.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Kewenangan lokal skala desa di bidang pemberdayaan masyarakat 
berkutat pada upaya pemerintah desa untuk menciptakan dan 
mengembangkan kemandirian warga. Pemimpin inovatif-progresif 
melakukan pemberdayaan dengan mengedepankan prakarsa masyarakat, 
melakukan dan menyiapkan kaderisasi, serta membuka akses peningkatan 
kapasitas masyarakat desa.
71
 Pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu 
poin penting bagi pemerintah desa dalam proses pengembangan desa. 
Menyadari hal tersebut, Kepala Desa menyatakan bahwa: 
“Kemudian dari sisi pemberdayaan masyarakat, kita lebih berfokus pada 
penguatan SDM. Tidak hanya berkutat pada infrastruktur. Kita coba 
bagaimana SDM ini kita kuatkan. Karena kata kuncinya “kemajuan suatu desa 
itu akan bisa terwujud kalau ditunjang dan ditopang oleh SDM yang kuat”. 
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Maka kita coba bagaimana lembaga-lembaga yang ada di desa, baik karang 
taruna waktu itu, PKK dan semuanya itu kita jalankan sesuai dengan 




Penguatan kapasitas SDM melalui optimalisasi lembaga kemasyarakatan 
desa merupakan salah bukti bahwa Kepala Desa Pujon Kidul melakukan 
dan menyiapkan kaderisasi. Hal tersebut dikarenakan membangun sebuah 
organisasi atau lembaga yang mandiri dengan kinerja yang optimal akan 
memperbaiki kapasitas SDM di dalamnya. Menciptakan kader-kader pada 
lembaga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Karena pada dasarnya 
manusia merupakan sosok yang dinamis, dimana perubahan peran akan 
terjadi selaras dengan perubahan usia dan kematangan. Begitu juga dengan 
Kepala Desa Pujon Kidul yang nantinya pasti akan berganti sesuai dengan 
aturan yang telah ada. Jika pemimpin tidak dapat melakukan kaderisasi, 
setelah masa kepemimpinan seorang kepala habis, maka habis pula masa 
jaya sebuah organisasi yang dipimpin.  
Penguatan kapasitas masyarakat juga dapat dilakukan melalui 
peningkatan pendidikan warga. Pendidikan merupakan media peningkatan 
kapasitas SDM yang nantinya akan secara tidak langsung berefek pada 
peningkatan perekonomian. Kesadaran pendidikan di Desa Pujon Kidul 
masih relatif rendah. Data menunjukkan dari 2.614 orang yang tamat SD 
sederajat, hanya 239 orang yang mampu tamat SLTA sederajat.
73
 Selaras 
dengan hal tersebut, Nur Kholiq menyampaikan bahwa: 
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“Karena dari dulu dulunya di sini itu ikut yang tua yang tua bertani yawes 
ngikut tani, yang orang tuanya peternak ngikut peternak. Kan itu bisa 
menghasilkan. Sehingga muncul mindset yang ngerepotin, ngapain harus kuliah 
ngapain harus sekolah akhirnya setelah lulus bingung cari pekerjaan. Kita 
nggak sekolah sudah dapat uang kok sudah. Mindset-mindset nya semacam ini 
yang tadi yang saya bilang sangat sangat sulit untuk merubahnya.”
74
 
Melihat kondisi tersebut, Kepala Desa memiliki program kejar paket C 
gratis bagi warga Desa Pujon Kidul yang sudah tua namun belum tamat 
SLTA sederajat. 
Selain hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dilakukan Kepala Desa 
dengan melakukan berbagai pelatihan untuk masyarakat desa. Pada awal 
dibentuknya Desa Wisata Pujon Kidul, masyarakat belum memiliki 
pengetahuan tentang mekanisme pengelolaan wisatawan, dll. Sehingga 
dibutuhkan pelatihan-pelatihan sebagai bekal bagi masyarakat yang 
berinteraksi secara langsung dengan wisatawan. Sebagai contohnya adalah 
pelatihan bagi pengelola homestay. 
Gambar 5. 3 Potret Menjamurnya Homestay di Desa Pujon Kidul 
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Homestay yang ada di Desa Pujon Kidul berasal dari rumah-rumah warga 
yang dimanfaatkan. Dengan begitu, pengelola homestay merupakan warga 
yang belum memiliki pengetahuan bagaimana mengelola homestay yang 
baik dan benar. Hal tersebut disampaikan oleh Bu Tin, salah satu pengelola 
homestay sebagai berikut: 
“Cuma dua kali mbak. Kita diajari gimana caranya nyambut tamu yang sopan 
yang baik itu. Kita harus ramah sama tamu. Berpakaian harus sopan kalau 
waktu ada tamu. Yang melatih itu Kepala Desa bersama perangkat-perangkat 
lain. Internal dari desa ini sendiri.”
75 
Pemberian materi guiding sesuai dengan kebutuhan pengelola homestay. 
Penggunaan Kepala Desa sebagai pemateri menunjukkan bahwa dengan 
pemanfaatan masyarakat dapat dilakukan meskipun dalam lingkup internal 
desa. Kemampuan warga yang bermacam-macam jika dikelola dengan baik 
akan memberikan manfaat. 
Pelatihan keterampilan juga dilakukan sebagai bekal pendirian usaha 
kreatif mandiri masyarakat desa. Dengan begitu, ekonomi kreatif 
masyarakat akan tumbuh seiring dengan peningkatan taraf 
perekonomiannya. Sebagai contohnya pelatihan pembuatan olahan susu, 
pembuatan saos, membatik, pengelolaan online shop, dll. Berbagai pelatihan 
tersebut menggandeng pihak lain seperti dinas terkait dan civitas akademik. 
Selain pelatihan, kegiatan pendampingan dari pihak luar juga dilakukan 
untuk meningkatkan kapasitas warga. 
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Tabel 5. 2 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa Pujon Kidul 
No Lembaga Pengembangan Kapasitas Sasaran 
1 Pemerintah Desa 
Pujon Kidul 
- Guiding (kepemanduan) 
- Pengelolaan homestay 
Pengelola homestay 
2 Dinas Pariwisata Kab. 
Malang 
- Studi banding pengelolaan 
desa wisata dan sapta 
pesona 
- Greeting dan guiding 
(kepemanduan) 
- Pubic speaking 
POKDARWIS 
Capung Alas 
3 Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan Kab. 
Malang 
- Kerajinan dan sablon baju 
- Aneka olahan pangan 
yang dikelola sebagai 
usaha rumahan 
- Pembuatan saos 
- Karang Taruna 
- Kelompok 
perempuan 
4 Dinas Koperasi dan 
UKM Kab. Malang 
- Olahan susu sapi - Kelompok 
perempuan 
5 Perguruan Tinggi - Pelatihan bahasa (Bahasa 
Indonesia, Bahasa 
Inggris) 






6 Dinas Ketahanan 
Pangan Kab. Malang 
- Olahan pangan hasil 
pertanian organik 
- Demplot Kawasan 






















5.2. Kepemimpinan dalam Musyawarah Desa 
 Musyawarah desa merupakan salah satu forum vital bagi sebuah desa. 
Musyawarah desa merupakan tempat dimana pembahasan tentang hal yang 
bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertemuan tersebut 
menghadirkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa. Dalam Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa menjelaskan bahwa 
musyawarah desa diselenggarakan dengan menggunakan delapan asas yakni; 
musyawarah mufakat, keadilan, keterbukaan, transparan, akuntabel, partisipatif, 
demokratis, dan kesetaraan.
76
 Dalam pelaksanaan musyawarah desa tersebut 
Kepala Desa memiliki karakteristik masing-masing sesuai tipe kepemimpinan 
yang dianut. 
5.2.1. Partisipasi 
Dalam penyelenggaraan musyawarah desa, pemimpin inovatif-progresif 
memaknainya dengan melibatkan setiap unsur masyarakat, tokoh agama, 
tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, hingga perwakilan masyarakat 
miskin.
77
 Kondisi tersebut sesuai dengan Kepala Desa Pujon Kidul. Hal 
tersebut diperkuat dengan pernyataan Ketua BPD bahwa: 
“Yang pertama kita libatkan dalam musdes itu semua lembaga yang ada di 
desa seperti PKK, LPMD, ketua RT RW itu kita utamakan. Terus yang kedua 
kita meminta kepada ketua RT supaya ketua RT membawa masyarakat minimal 
per RT 2 sampai 5 warga. Itupun ada catatan, ketua RT diharap membawa 
warganya minimal 2 sampai 5 orang. Diusahakan itu yang mengerti tentang 
desa. Jadi harapannya di musdes itu banyak warga yang bisa mengkritisi 
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Upaya pelibatan seluruh unsur masyarakat oleh BPD sayangnya tidak selalu 
disambut baik oleh masyarakat. Ketidakhadiran masyarakat dalam forum 
resmi masih menjadi tantangan bagi pemerintah Desa Pujon Kidul. Selaras 
dengan hal tersebut, Kepala Urusan Keuangan mengungkapkan bahwa dari 
100 orang yang diundang untuk mengikuti musyawarah desa, hanya 30 
sampai 40 orang yang hadir, masyarakat cenderung aktif di luar forum 
resmi.79 Kurang maksimalnya kehadiran peserta musyawarah desa sejajar 
dengan tidak tercapainya keterwakilan perempuan dalam forum tersebut. 
Ketua BPD menyampaikan bahwa dalam musyawarah desa kehadiran 
perempuan tidak mencapai di angka 30%.80 Meskipun demikian, 
musyawarah desa tetap dilaksanakan dengan keterbatas yang ada dan tetap 
menghadirkan keterwakilan perempuan. Upaya pelibatan masyarakat 
dilakukan melalui penjaringan aspirasi pada masing-masing kewilayahan di 
Desa Pujon Kidul. Melalui hal tersebut, meski pada forum musyawarah desa 
tidak dihadiri oleh banyak orang diharapkan tetap mampu melibatkan 
seluruh unsur masyarakat yang ada. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris 
desa menjabarkan bahwa: 
“Untuk menggiring aspirasi, kita musyawarah mulai musyawarah dusun dulu. 
Tingkat RT diangkat ke dusun. Dusun ke musyawarah desa. Jadi, untuk yang 
namanya BPD menjaring aspirasi masyarakat itu. Dari bawah dibawa ke 
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pemerintahan desa. Dalam musyawarah tidak lepas dari semua elemen, dari 




Indikator demokratis pada pemimpin inovatif-progresif mengarah pada 
setiap orang akan dijamin kebebasan berpendapat dan mendapat perlakuan 
yang sama serta akan dilindungi dari ancaman dan intimidasi dalam 
pelaksanaan musyawarah desa.
82
 Kebebasan berpendapat menciptakan tidak 
adanya dominasi dari kelompok tertentu dalam pengambilan sebah 
keputusan dalam musyawarah desa. Sehingga hasil mufakat musyawarah 
akan adil bagi seluruh unsur masyarakat. Indikator tersebut ditemukan pada 
kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul. Kebebasan berpendapat diberikan 
oleh Kepala Desa pada peserta musyawarah desa. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Ibadur pada peneliti bahwa di dalam musyawarah Desa 
Pujon Kidul masyarakat diberikan kebebasan dalam berpendapat dengan 
tidak adanya diskriminasi karena musyawarah desa merupakan tempat untuk 
saling mengemukakan pendapat.”83 
Meskipun dengan keterbatasan kehadiran peserta undangan telah 
dijelaskan sebelumnya, tidak menjamin bahwasannya musyawarah desa 
akan tidak dapat dijalankan secara efektif. Peserta musyawarah Desa Pujon 
Kidul dalam pelaksanaannya mampu berpartisipasi secara aktif. Berikut 
tuturan dari Samsul Hadi pada peneliti: 
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“Iya sudah banyak yang ngomong temen-temen sih, semua kita mengusulkan. 
Tapi di situ penentuan pengambilan kebijakan. Tidak boleh punya ego. Ambil 
skala prioritas mana yang dibutuhkan betul betul itulah yang kita dahulukan. 
Kita mulai dari RT 18 sampai RT 1 selalu bersuara. Menyampaikan apa 
kekurangan lingkungan kita apa yang perlu kita bangun.”
84
 
Kemudian untuk menggambarkan keaktifan dalam forum, Ketua BPD juga 
menyampaikan bahwa keaktifan peserta musyawarah desa berbeda pada 
setiap fokus pembahasan, pada pembahasan pembangunan fisik sekitar 75% 
peserta aktif, sedangkan pada pembangunan kapasitas atau pemberdayaan 
masyarakat hanya sekitar 50%.
85
 Dengan kondisi keaktifan forum tersebut 
menunjukkan bahwa unsur masyarakat Desa Pujon Kidul masih lebih 
tertarik dengan pembangun fisik desa dibanding dengan pemberdayaan 
masyarakat. Hal tersebut dikarenakan mindset masyarakat yang belum 
banyak berubah terutama perihal pentingnya kapasitas SDM. 
Memaknai kebebasan berpendapat seluas-luasnya, Kepala Desa Pujon 
Kidul tidak dengan gamblang menyerahkan keseluruhan pada keputusan 
masyarakat. Visi misi desa beserta perencanaan pengembangan desa tetap 
dijadikan acuan untuk membatasi pembahasan usulan masyarakat yang 
terakomodir saat musyawarah desa. Jika tidak adanya batasan pembahasan, 
musyawarah desa tidak akan terarah dan tidak menemukan titik mufakat. 
Selain itu, beliau berusaha untuk tidak melakukan pembangunan tanpa ada 
dampak berkelanjutan untuk warga. Pada dasarnya pembangunan fisik tidak 
akan ada habisnya. Kepala Desa Pujon Kidul menjelaskan pada peneliti: 
“Jadi BPD dipanggil, BPD silahkan monggo dipimpin musyawarah ini, dana 
desa mau dibawa kemana. Asalkan sekali lagi, target pembangunan kita 2021 
adalah ini. Jangan keluar dari koridor visi misi pembangunan desa. Sudah, 
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Salah satu hak yang dimiliki oleh peserta musyawarah desa adalah 
memperoleh informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang 
akan dibahas di musyawarah desa. Kepala Desa dengan tipe kepemimpinan 
inovatif-progresif akan memberikan akses seluasnya pada masyarakat 
terkait informasi tersebut.
87
 Begitupun Kepala Desa Pujon Kidul dalam 
pelaksanaan musyawarah desa. Pernyataan tersebut senada dengan yang 
dijelaskan oleh Ibadur bahwa dalam musyawarah desa, data disediakan oleh 
perangkat desa berupa handout, slide presentasi diberikan selama forum 
berlangsung, ketika masyarakat ingin melihat data lain akan dibeberkan oleh 
pemerintah desa.88 
Adanya slide topik pembahasan akan mempermudah Ketua BPD dalam 
memimpin jalannya musyawarah desa yang terarah. Peserta juga akan 
dipemudah dengan pembagian berkas dokumen dari pemerintah desa. 
Ketika masyarakat meminta untuk dibukakan dokumen yang diluar berkas 
yang diberikan, pemerintah desa telah siap untuk memaparkan. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua BPD : 
“Kalau data itu pemerintah desa siap. Kalau masalah itu ditampilkan tidak. Itu 
tergantung dari masyarakat. Seperti contoh, APBDes di tahun depannya itu kan 
pasti kan sudah dipajang dimana-mana. Itu kan bentuk keterbukaan. Misalnya 
pembangunan rabat beton di RT sekian, volume sekian, dananya sekian. 
Pekerjanya dari LPMD atau TPK (tim pelaksana kegiatan).Pembangunan ini 
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dananya sekian, itu semua ada. Itu kan salah satu bentuk keterbukaan. Jadi kita 





Musyawarah desa menghasilkan sebuah kesepakatan yang nantinya harus 
dipertanggungjawabkan tindaklanjutnya kepada masyarakat. Menyikapi hal 
tersebut Kepala Desa dengan kepemimpinan inovatif progresif akan 
menyampaikan hasil tindak lanjut hasil musyawarah desa kepada 
masyarakat setiap saat.
90
 Indikator tersebut tercermin pada diri Kepala Desa 
Pujon Kidul. Informasi hasil musyawarah desa dapat diketahui oleh 
masyarakat baik dari Kepala Desa sendiri, perangkat desa, BPD, maupun 
perwakilan unsur masyarakat yang turut hadir pada pelaksanaan 
musyawarah desa. Senada dengan hal tersebut, Ketua BPD menyampaikan : 
“….otomatis yang menjadi jembatan yang menyampaikan adalah 1 tokoh 
masyarakat, RT RW tadi dia yang paling dekat dengan masyarakat kemudian 
perangkat desa. Perangkat desa, mereka juga menyampaikan kepada 
masyarakat. Kepala desa apakah menyampaikan? Iya. Melalui seperti apa? 




Publikasi tindak lanjut keputusan musyawarah desa memang menjadi 
sebuah keharusan. Hal tersebut tertuang pada Permendes PDTT No 16 
Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa Bab IV Pasal 32 Ayat 3. 
Penggunaan berbagai media dan jejaring informasi dapat dimanfaatkan 
sesuai dengan ketersediaan media dan jerjaring informasi yang dimiliki 
desa. Dari berbagai media dan jejaring yang disebutkan dalam peraturan 
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menteri tersebut, Desa Pujon Kidul memanfaatkan situs laman desa, 
kegiatan keagamaan, rapat umum di desa, dan forum lain. Sebagaimana 
yang disampaikan Kepala Desa Pujon Kidul : 
“…. ketika di forum-forum lain, seperti ada kegiatan jamaah atau pengajian 
atau apapun saya sampaikan itu. Ketika bersih desa, kita sampaikan bahwa ini 
lo kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.…Di forum-forum kita 
“njagong” juga termasuk kearifan lokal. Tidak harus kita nunggu rapat, 
kelamaan. Forum-forumnya nyantai. Karena apa? Ingat bahwasannya desa itu 




Penggunaan kearifan lokal sebagai metode pendekatan Kepala Desa untuk 
menyebarkan informasi dan menjaring aspirasi efektif dilakukan. Hal 
tersebut dikarenakan dengan kondisi masyarakat Desa Pujon yang 
berbudaya pedesaan dan kurang partisipasi masyarakat melalui forum resmi, 
pendekata yang dilakukan dapat langsung menjangkau masyarakat. Sejalan 
dengan hal tersebut, menurut Sondang P. Siagian kehadiran atau keberadaan 
pemimpin sangat berpengaruh pada kemajuan sebuah organisasi.
93
 
5.3. Kepemimpinan dalam Pengelolaan Ekonomi Desa 
Kepemimpinan Kepala Desa dalam pengelolaan ekonomi desa berkutat 
pada bagaimana desa mampu menggerakkan perekonomian bagi masyarakat dan 
desa itu sendiri. Sektor ekonomi menjadi salah satu tantangan besar bagi seorang 
Kepala Desa. Adanya permasalahan ekonomi akan memiliki efek pada munculnya 
masalah sektor lain. Kegiatan perekonomian yang dapat dikelola pemerintah desa 
meliputi pemanfaatan aset desa dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa).  
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5.3.1. Aset Desa 
Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa 
aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, 
dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang 
sah. Bentuk dari aset desa dapat bermacam-macam. Dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk mengelola aset 
desa. Kepala Desa dengan kepemimpinan inovatif-progresif akan 
melibatkan prakarsa masyarakat, aset desa akan direvitalisasi dan 
dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masyarakat, dan memiliki 
inovasi baru untuk menambah aset desa.
94
 Indikator tersebut dimiliki oleh 
Kepala Desa Pujon Kidul. 
Aset desa yang dimiliki Desa Pujon Kidul tidak jauh berbeda dengan aset 
desa pada umumnya yakni berbentuk tanah kas desa, kendaraan, dan 
bangunan. Yang membedakannya adalah adanya inovasi dalam pengelolaan 
dan pemanfaatan aset desa tersebut. Kebanyakan desa akan memanfaatkan 
tanah kas desa yang berbentuk persawahan dimanfaatkan untuk lahan 
produksi pertanian. Namun tidak bagi Desa Pujon Kidul. Lahan persawahan 
dikelola menjadi area wisata yang dikembangkan dari kesadaran yang 
dimiliki desa. Maka lahan persawahan yang hanya dahulunya digunakan 
untuk menanam pertanian kini diubah menjadi Café Sawah guna lebih 
meningkatkan produktivitasnya. Adanya café sawah memberikan stimulus 
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ekonomi kreatif masyarakat desa sekaligus memberikan tambahan 
pendapatan desa.  
Gambar 5. 4 Potret Pasar dan Kios di Kawasan Café Sawah 
 
Inovasi pemanfaatan tanah kas desa lainnya berupa lahan parkir pada 
kawasan café sawah. Adanya lahan parkir ini memberikan keutungan baik 
berupa tambahan PAD juga menjawab permaslahan kemacetan lalu lintas 
yang ada di Desa Pujon Kidul. Dari pendapat yang mauk ke PAD juga akan 
digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana yang diungkap 
Ketua BPD: 
“Setelah di PAD dijadikan APBDes, nanti masuknya ke masyarakat. Kalau 
ngomong manfaatnya sangat banyak. Pemanfaatan aset ini keseluruhan 
melibatkan masyarakat. Semuanya, baik penggerak pelaku atraksi wisata yang 
ada di pujon kidul itu semua masyarakat pujon kidul. Baik mulai dari dirut, 
kepala unit usaha, karyawan, pelaku parker, pelaku lapangan, semua 
masyarakat. Itu salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat.”
95
 
Inovasi pada pemanfaatan aset desa melibatkan masyarakat dalam 
pengelolaannya juga menambah pemasukan desa. Pemasukan tersebut selain 
digunakan untuk pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat juga digunakan untuk menambah aset desa lain. Salah satu 
penambahan aset desa yang dilakukan baru-baru ini adalah dengan membeli 
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tanah samping balaidesa seharga Rp 600.000.000,-. Dari penjabaran di atas, 
dapat disimpulkan bahwa upaya kreatif dalam pengelolaan aset desa mampu 
memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. 
Aset desa Pujon sendiri yang berbentuk usaha dikelola oleh BUMDesa 
Sumber Sejahtera. Pengelolaan asset desa tersebut tidak terlepas dari 
penerapan asas transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan dilaporkan 
secara rutin oleh pihak BUMDesa sebagai bentuk transparansi anggaran. 
Selaras, Kepala Desa menyampaikan bahwa: 
“Kemudian pengelolaan BUMDes ada laporannya. Seperti kemarin, 
penyampaian laporan tahunan BUMDesa. Setiap unit dilaporkan dihadapan 
pemerintah desa, kepala desa dan BPD, ada pengawas. Kemudian nanti setelah 
ini, minggu depan ini insyaallah saya akan laporkan. Karena saya menunggu 
BUMDes ini laporan, baru kami laporkan kepada masyarakat dan kita 
sampaikan kegiatan pembangunan kita, baik yang sumber anggarannya berasal 
dari DD maupun PADes. Jadi rutin seperti itu, ada triwulan, ada kegiatan 
laporan yang terpampang di banner, juga ada kegiatan formal, sistem 
informasi elektronik desa juga ada.”
96 
Laporan rutin yang dilakukan BUMDesa sebagai wujud 
pertanggungjawaban kepada perangkat desa, perwakilan masyarakat yakni 
BPD dan pengawas BUMDesa. Meskipun laporan keuangan BUMDesa 
telah dibagikan pada laman SIE Desa Pujon Kidul melalui perangkat desa, 
namun upaya peningkatan transparansi informasi secara mandiri juga tengah 
dilakukan BUMDesa Sumber Sejahtera. Upaya tersebut berwujud 
pengembangan system informasi BUMDesa yang tengah disiapkan. Selaras, 
Direktur BUMDes menjelaskan bahwa : 
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“…melalui laporan tahunan. Saat ini kami masih proses untuk ke arah 
online agar masyarakat mengetahui laju perkembangan BUMDes ini. Ini 
masih berjalan di offline jadi masyarakat bisa mengetahui melalui 
laporan tahunan kami yang ada laporan keuangannya disitu.”
97
 
Laporan keuangan BUMDesa yang telah dilaporkan, kemudian akan 
dikelola kembali oleh Kepala Urusan Keunganan untuk direkap secara 
keseluruhan menjadi laporan keuangan Desa Pujon Kidul. Perangkat desa 
dalam mengelola keuangan desa juga menerapkan asas transparansi dan 
akuntabilitas. Senada dengan hal tersebut Kaur Keuangan menyampaikan 
kepada peneliti bahwa : 
“Secara online di website kita sudah upload laporan keuangan kita. Dan 
khususnya kita memang di lembaga di BPD kita sebagai partner masyarakat. 
Saya sebagai kaur keuangan selalu menyampaikan setiap bulan laporan 
realisasi factual yang ada di lapangan kepada lembaga desa dan masyarakat. 
Kalau antar perangkat desa relative tidak ada masalah karena saya sebagai 
pengelola keuangan desa saya share di grup WA. Kalau yang lembaga, BPD, 
masyarakat di forum musyawarah desa.”
98 
Pemanfaatan media elektronik melalui SIE Pujon Kidul telah dilakukan 
dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan asset 
desa. Namun nyatanya tidak semua masyarakat mampu mengakses dan 
memahami SIE yang telah ada. Selaras dengan hal tersebut, salah satu 
warga menyampaikan bahwa jika ingin mengetahui penggunaan keuangan 
desa bisa melalui Handphone.
99
 Peneliti mencoba menelisik tentang apa 
yang diketahui warga mengenai SIE, namun jawaban yang disampaikan 
tidak sesuai dengan kondisi terkini dari SIE. Hal tersebut menunjukkan 
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bahwa pengetahuan mengenai SIE belum merata pada seluruh masyarakat 
Desa Pujon Kidul. 
5.3.2. Badan Usaha Milik Desa 
Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya akan disebut sebagai 
BUMDesa merupakan sebuah lembaga yang berfokus pada usaha-usaha 
yang dikelola pemerintah desa bersama masyarakat desa. Pengusahan dan 
pengeloaan sektor ekonomi ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian 
desa beserta warga desa. Penguatan sektor perekonomian pada akhirnya 
akan bertujuan pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemimpin 
dengan kepemimpinan inovatif-progresif memiliki karakteristik tersendiri 
dalam memandang BUMDesa. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa yang 
inovatif-progresif, BUMDesa berdiri dengan prakarsa masyarakat. Tata 
kelola BUMDesa yang meliputi rencana usaha, penentuan personil, aturan 




Karakteristik tersebut ditemukan pada diri Kepala Desa Pujon Kidul. 
BUMDesa Sumber Sejahtera berdiri di bawah kepemimpinan Udi Hartoko 
yang sampai saat ini menjabat sebagai Kepala Desa. BUMDesa Sumber 
Sejahtera dibentuk melalui musyawarah desa. BUMDesa resmi terbentuk 
dengan diterbitkannya Peraturan Desa Pujon Kidul Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Pembetukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian 
BUMDesa ini sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Desa yang 
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baru, dimana BUMDesa muncul sebagai inovasi pemerintah pusat. Selain 
itu BUMDesa hadir sebagai salah satu bentuk hadirnya negara di tengah 
masyarakat desa melalui pemberian dana desa. 
Melalui pemetaan potensi dan masalah yang dilakukan pada tahun 2014, 
Melalui analisa Kepala Desa, BUMDesa lahir dalam rangka menjawab 
persoalan yang ada di dalam masyarakat. Pemetaan tersebut dilakukan pada 
seluruh area Desa Pujon Kidul mulai dari tingkat terkecil yakni RT. 
Pertimbangan-pertimbangan di atas memperkuat didirikannya BUMDesa 
Sumber Sejahtera sehingga pada dibuatlah musyawarah desa yang di 
dalamnya terdapat pembahasan dan kesepakatan tentang hal tersebut. 
Sebagaimana penuturan Kepala Desa : 
“Nah, unit yang pertama kali kami bentuk dulu bukan urusan wisata. Justru 
yang pertama kali adalah terkait air bersih karena hasil pemetaan potensi dan 
masalah ada keluhan air bersih di seluruh RT. Maka kita butuh pengelola unit 
air bersih. Kemudian sampah, baru kami bentuk unit café sawah dan unit 




Selain pembahasan pendirian BUMDesa, musyawarah desa juga membahas 
terkait pengelolaan BUMDesa termasuk dalam hal aturan, personil, juga 
rencana usaha.  
 Seluruh pengelola BUMDes Sumber Sejahtera yang terdiri dari pengurus 
dan karyawan merupakan warga Desa Pujon Kidul. Jumlah pengelola 
BUMDesa pernah mencapai sekitar 160 orang untuk menjalankan semua 
operasional unitnya. Adanya pendemi Covid-19  memiliki dampak pada 
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pengurangan jumlah pegawai. Saat ini hanya tersisa sekitar 137 orang, 
dimana serapan terbanyak pegawai terdapat pada café sawah sejumlah 65 
orang dan parkir ticketing voucher sejumlah 30 orang. 
5.4. Kelemahan Kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul 
 Setiap pemimpin memiliki cara atau karakteristik tersendiri dalam 
memimpin organisasi. Karakteristik tersebut dapat memberikan keuntungan 
maupun kerugian bagi organisai. Karena setiap individu memiliki kelemahan dan 
kelebihan masing-masing, begitupun dengan tipe kepemimpinan yang diterapkan 
Kepala Desa Pujon Kidul. Meskipun Mustakim menyebutkan bahwa 
kepemimpinan inovatif-progresif merupakan tipe kepemimpinan yang ideal untuk 
digunakan pada implementasi UU Desa.
102
 Nyatanya temuan di lapangan 
menunjukkan bahwa kepemimpinan inovatif-progresif yang telah diterapkan  
Kepala Desa Pujon Kidul memiliki beberapa kelemahan. 
 Inovasi merupakan hal baik dalam upaya pengembangan sebuah 
organisasi, termasuk bagi pemerintahan desa. Banyak temuan desa yang maju 
adalah desa yang mampu berinovasi sesuai dengan perkembangan jaman. Sebagai 
penggerak utama di level skala desa, Kepala Desa yang inovatif menghadirkan 
efek yang besar bagi kemajuan desa. Inovasi tentunya berkaitan dengan 
kemampuan dimiliki dan juga pengalaman diri. Dalam implementasinya, tidak 
cukup bila hanya Kepala Desa yang memiliki kapasitas untuk mengembangakan 
desa. Perlu adanya dukungan perangkat desa dan masyarakat agar dapat saling 
mendukung dalam upaya mewujudkan desa yang maju dan mandiri. Hal tersebut 
                                                          
102





terjadi pada Desa Pujon Kidul, dimana memiliki Kepala Desa yang inovatif dan 
berkapasitas namun masyarakat masih memiliki kapasitas yang menengah ke 
rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan permasalahan lulusan tingkat pendidikan 
SLTA sederajat yang belum mencapai angka tinggi di Desa Pujon Kidul. 
Sehingga upaya memajukan desa terkekang dengan permasalahan SDM yang ada. 
Dengan kata lain masyarakat dan perangkat desa tidak mampu mengimbangi 
kapasitas dan semangat Kepala Desa. 
 Salah satu contoh situasi tersebut tergambar ketika Desa Pujon Kidul 
pertama kali mencanangkan diri untuk menjadi desa wisata. Dengan kapasitas 
yang dimiliki masyarakat juga pemerintah desa tidak mengetahui apa yang 
dimaksud dengan desa wisata. Sehingga muncul banyak penentangan. 
Komunikasi menjadi salah satu solusi untuk melakukan penyelesaian 
ketidakpahaman masyarakat. Ibarat pisau bermata dua, komunikasi juga dapat 
menjadi permasalahan jika dilakukan dengan tidak tepat. Melalui komunikasi 
yang tidak tepat akan memunculkan kesalahpahaman lain. Sebagai contohnya 
dijelaskan Ketua BPD pada peneliti sebagai berikut: 
“Cara Pak Udi memimpin bagi kaum millennial sudah pas. Namun di sisi lain 
perlu memperhatikan bahwa warga kita itu SDM nya menengah ke bawah… 
Contoh kecilnya dalam penyampaian materi ke warga, bicara RPJMDes SDGs 
Covid-19 tracing dll, apa masyarakat tahu? dengan kondisi pedidikan masyarakat 
yang rendah seperti itu. Pak Kades belum bisa menaruh diri untuk warga yang 
notabennya pendidikannya kurang. Setelah ada pemberian materi dari Pak Kades, 
banyak warga yang tanya itu tadi apa yang disampaikan? Bukan warga yang 
dipaksa untuk mengimbangi tapi kita yang menyesuaikan.”
103
 
Selain masyarakat tidak dapat mengimbangi Kepala Desa, ternyata 
ditemukan bahwa perangkat desa juga tidak mampu berdiri sendiri. Kehadiran 
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seorang pemimpin memiliki pengaruh terhadap efektivitas organisasi. Pada 
kondisi masyarakat dan perangkat desa dengan kapasitas yang hampir tidak 
mampu mengimbangi Kepala Desa, kehadiran Kepala Desa menjadi hal yang 
krusial. Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa memiliki fungsi kontrol terhadap 
bawahannya sekaligus fungsi konsultatif, juga fungsi pengambilan keputusan. 
Berbeda lagi dengan kondisi organisasi yang bawahannya memiliki kapasitas 
yang tinggi. Hal tersebut dirasakan pada Desa Pujon Kidul yang memandang 
kehadiran pemimpin diperlukan dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari. 
Selaras dengan hal tersebut, Kepala Dusun Tulungrejo menyampaikan bahwa: 
“Kalau ditinggal Pak Udi keluar terus. Ya benar tujuannya mengembangkan desa 
biar maju. Tapi keluhan perangkat itu “duh mesti ditinggali, kantor ditinggali”... 




Penambahan perangkat dilakukan Desa Pujon Kidul guna memberikan pelayanan 
yang efektif dan efisien bagi masyarakat ketika Kepala Desa tidak hadir dalam 
keseharian. Munculnya keluhan tersebut menandakan bahwa di Desa Pujon Kidul, 
masyarakat dan perangkat desa tidak dapat mengimbangi Kepala Desa sehingga 
memiliki ketergantungan pada sosok Udi Hartoko dan belum dapat mampu berdiri 
sendiri. 
 Pemimpin yang mengedepankan partisipasi masyarakat selain memberikan 
dampak yang positif bagi pengembangan desa juga memunculkan sisi negatif. 
Kedekatan yang terbentuk antara Kepala Desa, perangkat desa dengan masyarakat 
dapat memberikan celah pada penegakan peraturan hukum yang telah disepakati. 
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Munculnya hal tersebut karena adanya tingkat empati antara kedua belah pihak. 
Adanya keengganan untuk saling mendisiplinkan atau memberikan hukuman 
muncul akibat rasa kekeluargaan yang kental. Hal tersebut disampaikan Ketua 
BPD : 
“Sampai saat ini apa yang diputuskan dalam rapat dengan lembaga, sudah 
keputusan bersama ada berita acara. Dalam realisasi pekerjaannya itu belum 




Contoh konkrit tersebut ditemui dalam implementasi Peraturan Desa Pujon Kidul 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kawasan Wisata dan Usaha Wisata, 
Atraksi Wisata, serta Kegiatan Penunjang Wisata Lainnya yang Ada di Wilayah 
Desa Wisata Pujon Kidul. Telah dijelaskan di sub bab sebelumnya bahwa terdapat 
ketidaksesuaian implementasi namun tidak adanya penegakan kedisiplinan dari 
pihak pemerintahan desa. Selaras hal tersebut disampaikan Kepala Urusan 
Keuangan, sebagai berikut: 
“Terus saja kita edukasi, karena kita tidak mau langsung eksekusi. Dalam 
peraturan desa itu sebenarnya ada hak dan kewajiban, ada larangan ada sanksi. 
Tapi sampai saat ini kita tidak pernah mengeluarkan sanksi untuk masyarakat kita 
sendiri yang mungkin orangnya tidak paham...”
106
 
Pemberian pemahaman memang dapat dilakukan dalam rangka pemberian 
peringatan secara halus. Namun perlu diperhatikan batasan untuk dilakukan 
pemberian sanksi yang tegas. Dan bila memang tidak cocok dilakukan maka 
peninjauan kembali terhadap Perdes tersebut perlu dilakukan. 
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5.5. Masa Depan Desa Pujon Kidul 
Regenerasi merupakan hal yang pasti terjadi dalam kehidupan organisasi 
atau lembaga. Begitu juga dalam tata kelola pemerintahan desa. Setiap pemimpin 
memiliki keterbatasan pada periode kepemimpinannya. Kepala Desa Pujon Kidul 
dijabat Udi Hartoko pada periode kedua hingga tahun 2023. Jika menilik batas 
maksimal seorang Kepala Desa dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 
2014, Udi Hartoko masih memiliki kesempatan satu kali periode lagi untuk 
memimpin Desa Pujon Kidul. Namun bagaimana jika Desa Pujon Kidul ketika 
tidak dipimpin Udi Hartoko? Melihat pengaruh beliau yang besar terhadap 
kemajuan yang ada di Desa Pujon Kidul. 
Pemerintah desa dalam pengelolaan dan pengembangan desa memiliki 
acuan berupa RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). 
RPJMDes sendiri memiliki rentang waktu 6 tahun. Begitupun RPJMDesa Pujon 
Kidul yang mencakup batas waktu hingga tahun 2023. Hal tersebut bertepatan 
dengan berakhirnya periode kedua kepemimpinan Udi Hartoko. Untuk 
pengembangan desa selanjutnya, tergantung dengan RPJMDesa yang akan di buat 
kedepannya. Keberhasilan dalam pelaksanaan RPJMDesa yang baru dipengaruhi 
juga oleh kepemimpinan Kepala Desa yang baru. Sehingga dapat dikatakan baik 
perangkat maupun masyarakat tidak ada yang mengetahui kemana arah masa 
depan desanya. Hal tersebut tergantung dengan visi misi yang diusung oleh calon 
Kepala Desa yang terpilih. Senada dengan hal tersebut, Ketua BPD 
menyampaikan bahwa background Kepala Desa yang akan terpilih nantinya akan 





pada arah gerak pengembangan Desa Pujon Kidul ke depan.107 Hal tersebut tidak 
menyalahi aturan sehingga, sah-sah saja seorang Kepala Desa menggunakan 
kekuasaannya untuk mengatur desa berdasarkan apa yang diinginkannya dengan 
melihat fenomena yang ada. 
Meskipun demikian, kemajuan Desa Pujon Kidul di bidang pariwisata yang 
telah dicapai merupakan hal yang patut untuk dipertahankan melihat dampak 
positif yang dirasakan baik bagi desa maupun masyarakatnya. Masa depan desa 
tidak hanya berporos pada Kepala Desa yang baru, namun juga pada komitmen 
yang kuat pada masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa beserta perangkat desa. 
Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya pembangunan desa adalah dari 
masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sehingga jika komitmen 
keberlanjutan pengembangan desa dipegang oleh masyarakat maka pemimpin 
yang baik akan memperhitungkan pendapat masyarakat. Aspirasi masyarakat juga 
akan tertampung dengan adanya RPJMDes yang partisipatif. Karena dalam 
penyusunannya akan melibatkan seluruh unsur masyarakat mulai dari tingkat 
terkecil yakni RT. 
Komitmen untuk mempertahankan Desa Wisata Pujon Kidul nampaknya 
masih ada. Ditemukan bahwa Desa Pujon Kidul memiliki perencanaan 
pembangunan wisata hingga tahun 2033. Masterplan tersebut dibuat dari tahun 
2016 oleh Kepala Desa dan perangkat desa. Hingga saat ini, upaya mewujudkan 
masterplan tersebut masih dilakukan. Dan akan tetap dilakukan meskipun dengan 
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bergantinya kepemimpinan Kepala Desa. Hal tersebut selaras dengan pendapat 
Kepala Dusun Tulungrejo : 
“Yang jelas ini masterplan harus dipertahankan, kalau mengharapkan DD yang 
masuk ya 2033 baru selesai itu belum dilihat pengurangan DD seperti sekarang. 
Ya kita mengandalkan café sawah. PAD dan DD yang masuk besar PAD. Tahun 




Keinginan untuk tetap mempertahankan desa wisata juga muncul pada BPD 
selaku salah satu lembaga kemasyarakatan desa.
109
 Meskipun Kepala Desa yang 
akan terpilih memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam pengembangan desa, 
namun dengan komitmen bersama antara pemerintah desa, lembaga 
kemasyarakatan desa dan masyarakat akan dapat mempertahankan pengembangan 
Desa Pujon Kidul tetap pada perencanaan pengembangan desa wisata. Hal 
tersebut dikarenakan, regulasi mengenai penyelenggaraan pemerintah desa masih 
menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana 
dalam perencanaan strategis desa akan dibahas dan disepakati bersama dalam 
musyawarah desa yang mengedepankan asas partisipatif, transparan dan 
akuntabel. Tanpa adanya dukungan masyarakat, perangkat desa, dan lembaga 
masyarakat desa, Kepala Desa tidak akan mampu menjalankan pemerintahan 
dengan baik dan berhasil. 
  
                                                          
108
 Wawancara dengan Kusnin, Op.Cit., 
109








 Berdasarkan temuan di lapangan pada proses penelitian dan mengacu pada 
rumusan masalah pada penelitian ini beserta teori yang digunakam, berikut 
kesimpulan yang dapat diambil : 
 Indikator pada karakteristik kepemimpinan inovatif-progresif sesuai 
dengan kondisi kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul. Pada kepemimpinan 
dalam pelaksanaan kewenangan lokal skala desa, Kepala Desa Pujon Kidul 
menerapkan asas partisipatif, akuntabel dan transparan. Pelibatan masyarakat 
dilakukan sesuai dengan kemampuan dan peran yang dimiliki masing-masing 
masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dibuktikan dengan terciptanya Sistem 
Informasi Elektronik Desa Pujon Kidul dan keterbukaan pemerintah desa bersama 
BPD dalam penyampaian informasi setiap saat. Pemberdayaan masyarakat juga 
dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan pada masyarakat baik dari internal 
pemerintah desa maupun menggandeng dinas-dinas terkait, swasta, dan civitas 
akademik. 
 Dalam penyelenggaraan musyawarah desa Kepala Desa Pujon Kidul 
mengedepankan partisipasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas. 





dengan tingkat kehadiran yang relatif minim, partisipasi peserta dalam 
musyawarah desa cukup tinggi. Antusias masyarakat untuk menyampaikan 
pendapat membuktikan bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk berbicara 
tanpa adanya intimidasi. Informasi mengenai hal strategis desa diberikan kepada 
masyarakat dengan terbuka dibuktikan dengan pihak pemerintah desa dapat 
menyajikan data yang diminta masyarakat. Hasil mufakat musyawarah desa 
ditindaklanjuti dengan penyampaian informasi dari mulut ke mulut baik dari 
peserta musyawarah desa maupun pihak pemerintah desa. 
 Kepala Desa Pujon Kidul sebagai pemimpin inovatif-progresif 
ditunjukkan dalam hal pengelolaan ekonomi desa. Aset desa yang dimiliki Desa 
Pujon Kidul direvitalisasi. Sebelumnya tanah kas desa hanya digunakan untuk 
produksi pertanian ditingkat produktivitasnya dengan memanfaatkan sebagai 
lokasi wisata. Inovasi yang dilakukan Kepala Desa Pujon Kidul melibatkan 
masyarakat baik dalam perencanaan hingga pada pengelolaan seluruh aset desa. 
Melalui BUMDesa yang dibentuk di musyawarah desa, aset desa dikelola secara 
optimal. Yang akhirnya mampu memberikan dampak yang positif bagi desa dan 
masyarakat berupa peningkatan pendapatan melalui serapan tenaga kerja dan 
penciptaan kegiatan ekonomi kreatif masyarakat. 
 Pada praktik kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul ditemui beberapa 
kelemahan sebagai celah kepemimpinan inovatif-progresif. Penegakkan aturan 
yang kurang disiplin serta ketidakmampuan masyarakat dan perangkat desa dalam 
mengimbangi kinerja Kepala Desa yang inovatif merupakan kelemahan yang 





karena permasalahan SDM yang kurang berkapasitas. Sampai saat ini 
permasalahan tersebut masih belum terselesaikan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa praktik kepemimpinan inovatif-progresif belum diterapkan secara optimal 
pada kepemimpinan Kepala Desa Pujon Kidul. 
6.2. Rekomendasi 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa 
rekomendasi yang muncul, diantaranya : 
1. Kepala Desa Pujon Kidul belum maksimal menerapkan praktik 
kepemimpinan inovatif-progresif dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa. Penggunaan tipe kepemimpinan tersebut perlu melihat kelemahan 
yang muncul. Perbaikan terhadap kelemahan perlu dilakukan agar dapat 
mewujudkan kepemimpinan yang lebih baik untuk dilakukan di Desa 
Pujon Kidul. 
2. Optimalisasi media dan jejaring informasi Desa Pujon Kidul perlu 
ditingkatkan melalui komitmen yang besar dari pihak pemerintah desa. 
Pembaruan informasi diperlukan untuk lebih mempermudah masyarakat 
mengakses informasi baik melalui SIE, maupun banner dan papan 
informasi yang ada. Disamping itu, penyampaian informasi melalui forum 
tidak resmi masih direkomendasikan melihat kondisi masyarakat Desa 
Pujon Kidul kurang tertarik pada forum resmi. Hal itu dilakukan untuk 
tetap menciptakan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa 





Upaya pengenalan SIE juga perlu dilakukan kembali agar kedepannya 
penyebaran informasi lebih efektif. 
3. Pengeloaan aset desa dan BUMDesa Pujon Kidul perlu menilik kembali 
pada peraturan desa yang telah dibuat. Ketidaksesuaian peraturan dan 
praktik di lapangan perlu adanya tindak lanjut yang tegas dari pemerintah 
desa. 
4. Perbaikan SDM, baik masyarakat maupun perangkat desa, diharapkan 
menjadi prioritas dalam program perencanaan desa. Penyiapan kader 
penerus pemerintahan desa juga perlu menjadi perhatian khusus guna 
meningkatkan kesiapan masyarakat maupun perangkat desa dalam 
menyelenggarakan pemerintahan yang mandiri terlepas dari bergantinya 
sosok pemimpin. 
5. Penerapan kepemimpinan inovatif-progresif pada Kepala Desa perlu 
mempertimbangkan kapasitas masyarakat beserta perangkat desa. 
Kapasitas masyarakat dan perangkat desa dapat mendukung dan 
mengimbangi inovasi yang tercipta dari seorang Kepala Desa. Selain itu, 
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